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TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 
dilihat pada table berikut : 
1. Konsonan 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب Ba B be 
ت Ta T te 
ث ṡa ṡ es (dengantitikdiatas) 
ج Jim J je 
ح ḥa ḥ ha (dengantitikdibawah) 
خ Kha kh kadan ha 
د Dal D de 
ذ Zal Ż zet (dengantitikdiatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin sy esdan ye 
ص ṣad ṣ es (dengantitikdibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengantitikdibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengantitikdibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengantitikdibawah) 
 xi 
 
ع ‘ain ̒ Apostrofterbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ̓̓ Apostrof 
ى Ya y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  ( ̓ ). 
2. Vokal 
 Vokalbahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiriatas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
 Vokaltunggalbahasa Arab yang lambangyaberupatandaatauharakat, 
transliterasinyasebagaiberikut: 
 
 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a a 
 xii 
 
َ ا Kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
 Vokalrangkapbahasa Arab yang 
lambangnyaberupagabunganantaraharakatdanhuruf, 
transliterasinyaberupagabunganhuruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥahdanyā̓̓ ai a dani 
 َو fatḥahdanwau au a dan u 
 Contoh: 
فيك : kaifa 
ل وه : haula 
3. Maddah 
Maddahatau vocal panjang yang lambangnyaberupaharakatdanhuruf, 
transliterasinyaberupahurufdantanda, yaitu: 
 
Harakatdan 
Huruf 
Nama Hurufdantanda Nama 
 َي… / َ ا …. Fatḥahdanalifatauyā̓̓ ā a dangaris di 
atas 
ي Kasrahdanyā Ī idangaris di 
atas 
و ḍammahdanwau ū u dangaris di 
atas 
 xiii 
 
Contoh: 
ت ام : māta 
ىمر : ramā 
ليق : qīla 
ت ومي : yamūtu 
4. Tāmarbūṭah 
Transliterasiuntuktā’marbūṭahadaduayaitu: tā’marbūṭah yang 
hidupataumendapatharakatfatḥah, kasrah, danḍammah, transliterasinyaadalah (t). 
sedangkantā’marbūṭah yang matiataumendapatharakatsukun, transliterasinyaadalah 
(h). 
Kalaupada kata yang berakhirdengantāmarbūṭahdiikutioleh kata yang 
menggunakan kata sandangal-sertabacaankedua kata ituterpisah, makatā’ 
marbūṭahituditransliterasikandengan ha (h). 
Contoh:  
لاا ةض ور ل افط  : rauḍah al-aṭfāl 
ةلض افلا ةنيدملا : al-madīnah al-fāḍilah 
ةمكحلا  : rauḍah al-aṭfāl 
5. Syaddah (Tasydīd) 
 Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 
(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
انبر : rabbanā 
انيجن : najjainā 
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قحلا : al-ḥaqq 
معن : nu”ima 
ودع : ‘duwwun 
 Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ـــــؠ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
يلع : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly) 
يبرع : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandangtidakmengikutibunyihuruflangsung yang mengikutinya. Kata 
sandangditulisterpisahdari kata yang 
mengikutinyadandihubungkandengangarismendatar( - ). 
Contoh : 
سمشلا : al-syamsu (bukanasy-syamsu) 
ةل زلازلا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسلفلا : al-falsafah 
دلابلا : al- bilādu 
 
7. Hamzah. 
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Aturantransliterasihurufhamzahmenjadiapostrof( ‘ ) hanyaberlakubagihamzah 
yang terletak di tengahdanakhir kata. Namun, bilahamzahterletak di awal kata, 
iatidakdilambangkan, karenadalamtulisan Arab iaberupaalif. 
 
Contoh : 
نورمات : ta’murūna 
عونلا : al-nau’ 
ءيش : syai’un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang LazimdigunakandalamBahasa Indonesia 
 Kata, istilahataukalimat Arab yang ditransliterasiadalah kata, 
istilahataukalimat yang belumdibakukandalambahasa Indonesia. Kata, 
istilahataukalimat yang sudahlazimdanmenjadibagiandariperbendaharaanbahasa 
Indonesia, atauseringditulisdalamtulisanbahasa Indonesia, 
ataulazimdigunakandalamduniaakademiktertentu, 
tidaklagiditulismenurutcaratransliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-
Qur’ān), Alhamdulillah, danmunaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebutmenjadibagiandarisaturangkaianteks Arab, 
makaharusditransliterasisecarautuh.Contoh: 
 FīẒilāl al-Qur’ān 
 Al-Sunnahqabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
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Contoh: 
الله نيدdīnullāhالله ابbillāh 
Adapuntā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkankepadalafẓ al-
jalālah, ditransliterasidenganhuruf (t).contoh:  
 مههللا ةمحر يف  hum fīraḥmatillāh 
10. HurufKapital 
Walau system tulisan Arab tidakmengenalhuruf capital (All caps), 
dalamtransliterasinyahuruf-
huruftersebutdikenaiketentuantentangpenggunaanhuruf capital 
berdasarkanpedomanejaanBahasa Indonesia yang berlaku (EYD).Huruf 
capital, misalnya, digunakanuntukmenulishurufawalnamadiri (orang, tempat, 
bulan) danhurufpertamapermulaankalimat. Bilanamadirididahuluioleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulisdenganhuruf capital 
tetapdenganhurufawalnamadiritersebut, bukanhurufawal kata sandangnya. 
Jikaterletakpadaawalkalimat, makahurufAdari kata 
sandangtersebutmenggunakanhurufkapital (Al-). Ketentuan yang 
samajugaberlakuuntukhurufawaldarijudulreferensi yang didahuluioleh kata 
sandang al-, baikketikaiaditulisdalamteksmaupundalamcatatanrujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR). contoh: 
 Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
 Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
 Abū Naṣr al-Farābī 
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 Al-Gazālī 
 Al-Munqiżmin al-Ḋalāl 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
 Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
 Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥāmid Abū) 
B. DaftarSingkatan 
 Beberapasingkatan yang dibakukanadalah: 
swt.  : subḥānahūwata’ālā 
saw.  : ṣallallāhu ‘alaihiwasallam 
a.s.  : ‘alaihi al-salām 
H  : Hijrah 
M  : Masehi 
SM  : SebelumMasehi 
l.  : Lahirtahun (untuk orang yang masihhidupsaja) 
w.  : Wafattahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
HR  : HadisRiwayat 
 
 
 
xvii 
 
ABSTRAK 
 
NAMA : EKA FITRIANI 
NIM   : 10300114011 
JUDUL  : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP 
PENGASUHAN ANAK DARI ISTRI MURTAD (Analisis 
Terhadap Pendapat Imam Mazhab) 
   
Pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum 
Islam terhadap hak asuh anak dari istri murtad? Pokok masalah tersebut kemudian 
di urai menjadi beberapa submasalah, yaitu: 1) Bagaimana kedudukan istri murtad 
menurut hukum islam? 2) Bagaimana hakikat pengasuhan anak dan siapa saja 
yang berhak mengasuh anak menurut hukum islam? 3) Bagaimana pendapat imam 
mazhab terhadap pengasuhan anak dari istri murtad? 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Ulama 
Mazhab dalam menyikapi persoalan hak asuh anak oleh istri murtad agar dapat 
dijadikan salah satu pedoman dalam menyikapi kasus yang banyak terjadi di 
zaman sekarang. 
 Dalam menemukan tujuan tersebut, penulis menggunakan pendekatan 
multidisipliner, yaitu pendekatan yuridis normatif (perundang-undangan), teologis 
normatif (hukum Islam), dan pendekatan ilmu lainnya yang relevan. Penelitian ini 
tergolong library research, di mana data dikumpulkan dengan mengutip, 
menyadur dan menganalisis literatur yang relevan dan memmpunyai relevansi 
dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. 
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa dalam literatur-literatur fiqh, 
Ulama Mazhab berbeda pendapat mengenai syarat agama Islam bagi yang akan 
melakukan hak asuh anak Islam. Selama anak Islam tidak dibahayakan agamanya, 
maka seorang ibu yang bukan Islam boleh mengasuh anak tersebut. Namun 
seorang istri murtad tidak boleh menjalankan hak asuh anak karena potensi 
merugikan anak Islam sangat besar termasuk dalam bidang agama. Tugas 
mengasuh anak termasuk didalamnya usaha mendidik anak menjadi seorang 
muslim yang baik, dan hal itu merupakan kewajiban mutlak atas orang tua. 
Segingga dalam penanganannya, harus dilakukan oleh orang yang benar-benar 
tepat demi kesejahteraan sang anak. 
 Implikasi dari penelitian ini adalah merekomendasikan dibentuknya 
undang-undang secara jelas tentang penetapan hak asuh anak, baik dari segi jenis 
kelamin anak, umur anak, dan agama anak. Sehingga kedepannya jika terjadi 
kasus sengketa anak dalam oleh istri murtad secara khusus dan sengketa hak asuh 
secara umum, pihak yang berwenang memutus perkara telah memiliki aturan yang 
jelas secara tertulis dan mengikat. 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah  Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah. 1 
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan tersebut juga “pernikahan”, 
berasal dari kata nikah (حاكن ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling 
memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri 
sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.2 
Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual  tetapi menurut 
arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan 
halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang 
wanita. (hanafi)3 
Islam merupakan ajaran yang mttengatur tentang hubungan antara manusia 
dengan tuhan serta manusia dengan manusia lainnya. Allah Swt. Menciptakan 
                                                             
1Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft 
Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia (Bandung: penerbit Marja, 
2014), h.328. 
2Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: kencana, 2003), h. 7. 
3Ramulyo Mohd Idris, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h.1. 
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manusia berpasangan, berketurunan, serta kita sebagai manusia di perintahkan 
untuk menjaga silaturahim.  
Dalam kehidupan berumah tangga, tentunya baik suami maupun istri 
menginginkan adanya keturunan dari hubungan mereka yang dijadikan sebagai 
generasi penerus dalam kehidupan berumahtangga dan seterusnya. 
Menjaga keturunan dalam pernikahan merupakan salah satu syariat Islam 
yang harus dijaga. Anak merupakan amanah atau titipan Allah Swt. yang harus 
dijaga, dipelihara dan dilindungi. Maka, pemeliharaan anak merupakan tanggung 
jawab kedua orang tua. Pemeliharaan tersebut meliputi banyak hal, seperti kasih 
sayang, pendidikan, ekonomi, dan kebutuhan pokok anak lainnya. Peran orang tua 
dalam pemeliharaan anak ini sangat berpengaruh pada pembentukan kepribadian 
dan unsur penting dalam pertumbuhan seorang anak. Bentuk komunikasi yang 
baik dari orang tua dan anak adalah hal yang sangat berpengaruh bagi mental 
seorang anak agar tidak rusak dan terpengaruh oleh pergaulan negatif. 
Untuk mewujudkan keturunan yang saleh merupakan tujuan dari 
disyariatkannya perkawinan, dan suatu kewajiban bagi suatu rumah tangga. 
Kewajiban itu bisa terlaksana bilamana rumah tangga diliputi oleh suasana yag 
damai dan tentram, serta kehidupan yang selalu didasarkan atas ketakwaan kepada 
Allah SWT. oleh karena itu, suasana damai dan taqwa itu harus diwujudkan. 
Bukan saja dumaksudkan untuk kenikmatan suami istri, tapi terutama untuk 
kepentingan anak keturunan. 4 
                                                             
4Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: kencana, 
2010),  h. 166. 
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Dari setiap pernikahan, sangat diharapkan untuk suami istri hanya akan 
terpisahkan oleh maut. Namun, pada kenyataannya perselisihan  terkadang 
berujung pada perceraian. Dari peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan 
malapetaka bagi anak. Di saat itu, si anak tidak lagi dapat merasakan nikmat kasih 
sayang sekaligus dari kedua orang tuanya. Padahal itu hal yang sangat penting 
bagi perkembangan seorang anak. 
Untuk menghindari perceraian, agama Islam menganjurkan agar lebih 
berhati-hati dalam memilih jodoh, dengan memperhitungkan faktor-faktor 
pendukung hubungan suami-istri yang langgeng. Pada dasarnya semua hal yang 
dilakukan selalu memiliki kemungkinan-kemungkinan baik dan buruk. Begitupula 
dalam sebuah pernikahan, meskipun sebelum melakukan pernikahan semua calon 
suami-istri telah berhati-hati dalam menjatuhkan pilihan pada pasangan. Namun, 
adanya faktor ketidakhati-hatian akan memperlebar kemungkian tersebut.  
Kelalaian dalam memperhitungkan faktor-faktor yang dimaksud akan 
berakibat hubungan suami-istri menjadi rapuh, yang nantinya membuat peristiwa 
perceraian tidak dapat terhindarkan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena 
perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. 
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah 
pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 
pihak.5 
                                                             
5Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft 
kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia (Bandung: penerbit Marja, 
2014), h. 328.  
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Saat terjadi perceraian, maka khusus bagi pasangan yang telah memiliki 
buah hati dan masih kecil, timbul permasalahan, siapakah yang berhak diantara 
istri atau suami yang lebih berhak mendapatkan hak asuh atas anak, apakah yang 
berhak adalah bapak yang mencari nafkah atau ibu yang mengurus anak. Salah 
satu contoh kasus sengketa anak seperti pada kasus sebagai berikut: 
Keputusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi No.PA.b/8/PTS/144/1986, 
dalam perkara hadhanah antara penggugat Emti Budiono, SH. bin Susanto 
Sutomo umur 40 tahun, lawan Tergugat Deme Detty Ekaryana Boru Damantik, 
umur 22 tahun. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut: 
Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 24  maret 1986 
terdafar dalam perkara Nomor 144/1986, dan selanjutnya dilengkapi dengan 
keterangannya di muka sidang Pengadilan Agama. Gugatan Penggugat adalah 
hadhanah (pemeliharaan dan pengawasan) anak yang lahir dai perkawinan antara 
Penggugat dan Tergugat  (Deme Detty Ekaryana) yang menikah secara Islam pada 
tanggla 12 Maret 1985. Pernikahan penggugat dengan tergugat telah terputus 
demi hukum, terhitung sejak Tergugat kembali ke agama Kristen Protestan bulan 
Oktober 1985, sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 
PA.b/8/PEN/144/1986. Dalam masa hubungan perkawinan, Penggugat dengan 
Tergugat telah memperoleh seorang anak perempuan lahir pada tanggal 7 juli 
1985 dengan diberi nama Ayu Emilya Adnistri. Penggugat mengajukan alasan-
alasan agar hak hadhanah anak tersebut jatuh ke tangannya, sebagai berikut: 
 “Bahwa oleh karena Tergugat masih kuliah di Universitas Sumatra Utara 
Medan, tidak dapat mengasu langsung Anak penggugat sehingga terpaksa tinggal 
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dan diasuh keluarga (orang tua Tergugat) yang masih memeluk agama Kristen 
Protestan. Bahwa oleh karena anak Penggugat lahir dari seorang ayah dan ibu 
yang perkawinannya menurut agama Islam, sehingga bila tinggal dan di asuh oleh 
keluarga yang masih memeluk agama Kristen Protestan, Penggugat 
mengkhawatirkan agama dan pendidikan anak Penggugat tidak terjamin sesuai 
dengan Fitrahnya, yakni lahir dari seorang ayah dan ibu yang beragama Islam, 
apalagi sebelum putusnya perkawinan antar Penggugat dan Tergugat, keluarga 
dan Tergugat sendiri pernah meminta izin kepada Penggugat agar anak Penggugat 
dibaptis (dimandikan) secara keagamaan.”. 
 Selanjutnya, pihak Tergugat di muka sidang menjelaskan penolakannya 
untuk menyerahkan anak dengan alasan antara lain, bahwa anak tersebut masih 
balita yang tidak mungkin diurus dengan baik oleh seorang lelaki. Bahwa anak itu 
dipelihara oleh Tergugat bukan  dipelihara oleh orang lain. Bahwa mengenai 
masalah agama, pihak Tergugat tidak memaksakan terhadap anak dan hal itu 
terserah kepada anak itu nanti kalau sudah dewasa, dan Tergugat sendiri tidak 
berkeberatan bila anak tersebut memeluk agama selain agama yang ia peluk. 
Setelah melalui proses peradilan, maka pengadilan Agama Tebing Tinggi 
memutuskan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak 
tersebut. Setelah naik banding, keputusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan 
Tinggi Agama Medan, dan selanjunya oleh Mahkamah Agung RI.  6 
 Berdasarkan kasus diatas, yang menjadi faktor sengketa pengasuhan anak 
adalah karena perbedaan agama yang di anut oleh kedua  orang tua anak setelah 
                                                             
6Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h.169. 
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terjadinya perceraian. Hal inilah yang membuat penulis tertarik meneliti 
pandangan hukum Islam tentang hak asuh anak terhadap istri murtad (analisis 
pendapat imam Mazhab). 
B. Rumusan Masalah 
Masalah pokok dari “bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 
pengasuhan anak dari istri murtad” 
1. Bagaimana kedudukan istri murtad menurut hukum Islam? 
2. Bagaimana hakikat pengasuhan anak dan siapa saja yang berhak mengasuh 
anak menurut hukum Islam? 
3. Bagaimana pendapat imam mazhab terhadap pengasuhan anak dari istri 
murtad? 
C. Pengertian Judul 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan 
memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian variabel 
yang telah dikemukakan dalam pengertian judul. Adapun variabel yang dimaksud 
adalah sebagai berikut:  
1. Hak asuh anak 
Dalam ilmu fiqhi hak asuh anak di sebut hadhanah. Hadhana menurut 
bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti 
menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu waktu 
menyusukan, meletakkan anak dipangkuannya, dan melindunginya dari segala 
yang menyakiti. Erat kaitannya dengan pengertian tersebut, hadhanah menurut 
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istilah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil 
sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.7 
Para ulama fikih mendefenisikan: hadhanah yaitu melakukan 
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau 
yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan 
kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik 
jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan 
memikul tanggung jawab. 
Hadanah berasal dari kata Al-Hadn yang artinya bergabung, tinggal, dan 
memelihara. Para fiqaha mendefenisiskan hadanah sebagai memelihara anak kecil 
laki-laki atau perempuanatau orang yang kurang akal yang tidak bisa 
membedakan. Hadanah tidak berlaku bagi orang yang sudah dewasa dan berakal.8 
Hadhana berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam 
hadhanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping 
terkandung pengertian jasmani dan rohani di samping terkandung pula pengertian 
pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan 
mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan 
profesional, sedangkan hadhanah dilaksanakan dan dilakukan ole keluarga si 
anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional; 
                                                             
 
7Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 166. 
8Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fikih (Jakarta:Bumi 
Aksara.2009) h.73 
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dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. Hadhanah merupakan 
hak hadhin, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.9 
2. Istri murtad 
Istri murtad yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang Islam yang 
melakukan pernikahan secara agama Islam yang kemudian setelah pernikahannya 
berlangsung lama dan memiliki anak ia mengabaikan perintah-perintah Allah, 
tidak menjalankannya, dan kemudian memeluk agama lain.  
Dalam agama Islam, murtad disebut Ar-Riddah, maknanya adalah 
kembali. Orang yang murtad yaitu yang kembali dari agamanya, baik dengan 
ucapan, keyakinan, perbuatan atau dengan keraguan.  
3. Hukum Islam 
Hukum Islam adalah hukum yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat 
Islam. Ia merupakan aturan serta panduan yang benar untuk kehidupan di dunia 
maupun di akhirat.  
Dalam Kamus Hukum dijelaskan, bahwa hukum Islam (indonesia) atau 
hukum syara’ ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan 
dengan kehidupan berdasarkan al-Quran.10 Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia dijelaskan bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang 
berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Quran dan hadis.11 
                                                             
9Abdul rahman ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: kencana,2003), h.176. 
10Sudarsono , Kamus Hukum, Edisi Baru (Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 169. 
11Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Cet I; 
Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 411. 
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Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari 
agama Islam. Sebagai sistem hukum iya mempunyai beberapa istilah kunci yang 
perlu di jelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak 
diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) hukum, (2) 
hukm dan ahkam, (3) syariah atau syariat, (4) fiqih atau fiqh dan beberapa kata 
lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.12 
D. Kajian Pustaka  
Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran 
hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga 
diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Buku-nuku 
kajian maupun peneliti-peneliti yang membahas tentang pernikahan tersebut 
cukup banyak dijumpai. Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah 
berupa buku maupun laporan penelitian tentang pembahasan hak asuh anak yaitu: 
1. Julisma, hak asuh anak dari pasangan suami istri beda agama pasca 
terjaadinya perceraian. Dalam skripsi ini dibahas tentang kedudukan hukum 
anak yang lahir dari pasangan suami istri beda agama serta pertimbangan  
penetapan hak asuhnya. 
2. Yulita Sari Diana, Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut 
Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis 
Putusan Perkara Mahkama Agung Nomor 394 K/AG/2006). Dalam skripsi ini 
dibahas tentang hak asuh anak berdasarkan analisis undang-undang 
perlindungan anak. 
                                                             
12Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, Edisi keenam (Cet 20; Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 42. 
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3. Azzimah Immatul, Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Analisis 
Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor: 
0305/Pdt.G/2010/PASJ). Dalam skripsi ini dibahas tentang hak asuh anak yang 
jatuh ketangan ayahnya. Hal ini dikarenakan dalam kasus tersebut, 
pertimbangan utamanya yaitu ibu sering mencoba untuk melukai dirinya 
sendiri yang semestinya tidak dilakukan dan meninggalkan rumah tanpa 
adanya pemberitahuan sehingga dikhawatirkan tidak amanah. 
4. Sumyati Lilis, Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah (Studi Analisis 
Pengadialan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1700/Pdt. G/2010/PAJT). 
Dalam skripsi ini dibahas tentang hak asuh yang jatuh pada ayahnya. 
Pertimbangan utama hakim dalam memutuskan perkara ini adalah karena ibu 
dari anak tersebut murtad, maka akibat murtad inilah yang benar-benar menjadi 
penghalang untuk mendapatkan hak asuh anak. Karena faktor agama orang tua 
yang menjadi hal paling utama sebagai pengasuh anak, disebabkan agama 
merupakan pondasi dalam kehidupan dan menjadi prioritas utama dalam 
merawat dan menididik anak. Oleh karena itu hakim dalam memutus tidak 
hanya berpedoman pada satu pasal yang menyatakan bahwa hak asuh anak 
jatuh pada ibu, akan tetapi harus melihat kemaslahatan dan perlindungan bagi 
anak-anaknya. Karena kedudukan sebagai orang tua tidak hanya memenuhi 
kebutuhan materialnya tetapi juga lingkungan, pendidikan, serta pembinaan 
akhlak, wajib diperhatikan mulai dari kecil hingga dewasa. 
5. Muttaqin Ahmad, Analisis Pendapat As-Syirazi Dalam Kitab Al-Muhazzab 
Tentang Hak Hadhanah Karena Istri Murtad Dan Relevansinya Dengan 
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Kompilasi Hukum Islam. Dalam skripsi ini hal yang dibahas adalah hadhanah 
menurut imam as-syirazi dalam kitabnya al-muhazzab yang menjelaskan 
bahwa istri yang kafir atau murtad hak hadhanahnya bisa gugur atau bisa 
haram dengan alasan ditakutkannya merusak akidah anak dengan melihat 
kemudharatannya lebi besar daripada kemanfaatannya, kemudian pendapat 
tersebut dikaitkan dengan kompilasi hukum Islam yang ada di indonesia. 
E. Metodologi Penelitian  
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dallam penelitian ini adalah 
jenis penelitian kepustakaan yang dikenal dengan istilah Library Research 
yang menggambarkan secara sistematis, normatif, dan akurat terhadap objek 
yang menjadi pokok permasalahan. 
2. Sifat penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian syar’i karena merujuk pada suatu 
ruang lingkup Hukum Islam. 
3. Pendekatan masalah 
Dalam upaya menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam pokok 
masalah di atas maka peneliti menggunakan pendekatan pendekatan normatif, 
yakni melakukan pengamatan terhadap teks-teks al-Qur’an dan al-Hadis 
sebagai sumber utama dalam penetapan hukum Islam. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh 
informasi yang diperlukan terkait masalah yang diteliti seperti: 
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Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara 
membaca buku kepustakaan dan literatur-literatur yang dapat dijadikan 
sebagai pedoman atau sumber data didalam pembuatan skripsi ini. Dengan 
adanya hal tersebut maka lebih mempermudah peneliti untuk mendapatkan 
pengertian secara umum maupun khusus tentang pokok masalah yang diteliti. 
Studi kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder yang 
meliputi: 
a. Data pribadi ialah data yang tersimpan di lembaga tempat dimana penulis 
pernah berkecimpung dalam ranah Organisasi. 
b. Data publik ialah data resmi pada sebuah keputusan Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar dan perpustakaan lain, dengan mengadakan 
studi kepustakaan maka akan lebih memudahkan penulis untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Analisis data  
a. Induktif, yaitu cara berpikir dalam pemecahan masalah dari berbagai 
pendapat mengenai hak asuh anak dari istri yang murtad, terutama 
kaitannya dengan hukum Islam. 
b. Deduktif, yaitu cara berpikir yang berlandaskan teori umum atau 
kaidah umum, terutama tentang perbedaan pendapat serta kaitannya 
dengan hak asuh anak dari istri yang murtad. 
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan sub masalah diatas, maka peneliti 
mempunyai tujuan: 
13 
 
1. Memperoleh penjelasan mengenai istri murtad dalam hukum Islam. 
2. Memperoleh penjelasan mengenai eksistensi hadhanah dan siapa saja yang 
berhak mengasuh anak menurut hukum Islam. 
3. Memperoleh penjelasan mengenai pendapat imam mazhab terhadap 
pengasuhan anak dari istri murtad. 
Adapun keguanaan penelitian ini ialah: 
1. Kegunaan yang bersifat ilmiah untuk memperkaya khazanah pemikiran Islam 
dalam menjelaskan perspektif hukum Islam yang berkenaan dengan hak asuh 
anak pada istri murtad. 
2. memberikan sumbangsi pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam ranah 
pemikiran Islam pada umumnya. 
3. Dapat dijadikan sebagai referensi bacaan bagi mahasiswa khususnya fakultas 
syari’ah dan hukum tentang bagaimana pandangan fiqih Islam terkait hak 
asuh anak pada istri murtad. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG ISTRI MURTAD 
A. Pengertian Murtad 
Dalam kamus hukum, murtad artinya berbalik belakang; berbalik kafir; 
membuang iman.1 Kata murtad berasal dari kata irtadda menurut ifta’ala berasal 
dari kata radda yang artinya: berbalik. Kata riddah dan irtadad dua-duanya 
berarti kembali kepada jalan, dari mana orang datang semula. Tetapi kata Riddah 
khusus digunakan dalam arti kembali kepada kekafiran, dan orang yang kembali 
dari Islam pada kekafiran, disebut murtad. Banyak sekali terjadi salah paham 
terhadap masalah murtad ini, sama seperti halnya jihad. Pada umumnya, baik 
golongan muslim maupun non-musllim, semuanya mempunyai dugaan, bahwa 
menurut Islam, kata mereka, orang murtad harus dihukum mati. 
Jika Islam tak mengizinkan orang harus dibunuh karena alasan agama, dan 
hal ini telah diterangkan di muka sebagai prinsip dasar Islam, maka tidaklah 
menjadi soal tentang kekafiran seseorang, baik itu terjadi setelah orang memeluk 
Islam ataupun tidak. Oleh sebab itu, sepanjang mengenai kesucian nyawa 
seseorang, kafir dan murtad itu tidak ada bedanya.2 
Ar-Riddah maknanya adalah kembali. Orang yang murtad yaitu orang 
yang kembali dari agamanya, baik dengan ucapan, keyakinan, pebuatan atau 
dengan keraguan.3 
                                                             
1Musliadi, Kamus Hukum Internasional& Indonesia (Surabaya: permata press, 
cet.terbaru)h.310 
2
 Rati Widyaningsih Latif, Cerai Gugat Dengan Alasan Murtad ( Skripsi UNHAS )h.36 
3Asy-Syaikh Al’Allamah, Jaga Agamamu!!! Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar!!! 
(Banyumas: Buana Ilmu Islami, cet. Ke-2) h.14 
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B. Dasar Hukum Murtad 
Yang menjadi dasar hukum murtad yaitu terdapat pada QS. Ali Imran/3: 
144: 
     
     
    
   
     
     
   
    
Terjemahnya: 
Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu 
sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika Dia wafat atau dibunuh 
kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke 
belakang, Maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah 
sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang 
bersyukur.4 
 
Pada ayat di atas dijelaskan bahwa seseorang yang kembali kejalan yang tidak 
sesuai Islam atau kembali murtad setelah berIslam akan mendapatkan 
kemudharatan dan apabila seseorang tidak melakukannya, maka Allah memberi 
balasan yang baik baginya. 
C. Macam-Macam Murtad 
Ucapan, keyakinan, perbuatan dan keraguan. Dari pokok-pokok ini 
bercabanglah pembatal-pembatal keIslaman yang berjumlah banyak. Sebagian 
                                                             
4Kementrian Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya. h. 68 
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orang-orang bodoh atau orang-orang yang memiliki tendensi buruk telah 
menganggap aneh pembicaraan tentang penjelasan faktor-faktor yang dapat 
mengeluarkan dari keIslaman ini. Mereka menjuluki orang-orang yang bebicara 
tentang hal tersebut sebagai orang yang suka mengkafirkan orang lain dan mereka 
memperingatkan (orang-orang) darinya.5 
a. Keluar dari agama dengan sebab ucapan 
Keluar dari agama dengan sebab ucapan contohnya adalah seseorang 
berbicara dengan ucapan kufur, atau kesyirikan tanpa dipaksa, baik diucapkan 
dengan serius, bermain-main atau dengan bergurau. Jika ia berbicara dengan 
ucapan kufur, maka ia divonis keluar dari agama Islam, kecuali jika ia 
ucapkan hal itu dengan keadaan terpaksa. Allah Swt. berfirman dalam  QS. 
Al-Taubah/9: 74 
   
   
  
Terjemahnya: 
Sesungguhnya mereka telah mengucapkan Perkataan kekafiran, dan 
telah menjadi kafir sesudah Islam6 
 
Allah berfirman tentang orang-orang yang berkata “tidak pernah kita 
melihat seperti para pembaca (Al-Quran) kita ini, orang-orang yang lebih 
dusta ucapannya, lebih gemar makan dan yang paling takut ketika bertemu 
                                                             
5Asy-Syaikh Al’Allamah, Jaga Agamamu!!! Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar!!! 
(Banyumas: Buana Ilmu Islami, cet. Ke-2) h. 14. 
6
 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya. h.199. 
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dengan musuh.” Yang mereka maksud adalah Rasulullah dan para 
sahabatnya. QS. Al-Taubah/9: 65-66 
   
   
    
  
      
   
    
    
  
   
    
Terjemahnya: 
65. dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka 
lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, "Sesungguhnya Kami 
hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah 
dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-
olok?" 66. tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah 
beriman. jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka 
taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan 
mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.7 
 
Mereka kafir setelah beriman dengan sebab mereka mengatakan, “ 
tidak pernah kita melihat seperti para pembaca (Al-Quran) kita ini, orang-
orang yang lebih dusta ucapannya, lebih gemar makan dan yang paling takut 
ketika bertemu dengan musuh.” Yang mereka maksud adalah Rasulullah dan 
para sahabatnya. Setelah mengetahui bahwa Allah telah mewahyuhkan 
                                                             
7
 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya. h. 197. 
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kepada Rasulullah perihal ucapan tersebut, mereka datang meminta maaf. 
Mereka berkata “kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja, 
berbicara bagaimana obrolan orang-orang yang sedang mengadakan 
perjalanan, (menghabiskan waktu) demi mengurangi beratnya perjalanan.” 
Namun Rasulullah tidak menoleh kearah mereka. Beliau tidak lebih dari 
membacakan surah Al-Taubah ayat 65-66 diatas. 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan kalimat 
kufur tanpa dipaksa, maka ia kafir, sekalipun ia beranggapan bahwa ia hanya 
bersenda gurau dan bermain-main saja. Dalam ayat ini ada bantahan terhadap 
kelompok murjiah yang hidup pada zaman ini mengatakan “Tidaklah keluar 
dari Islam orang yang mengucapkan ucapan kufur, hingga ia meyakini 
dengan hatinya apa yang diucapkan dengan lisannya.” 
Demikian pula dehngan orang yang berdoa kepada sesembahan selain 
Allah beristighasah (meminta pertolongan dalam keadaan terjepit) kepada 
selain Allah. Ia berdoa kepada orang yang telah meninggal, “wahai fulan 
berilah pertolongan kepadaku, wahai fulan selamatkanlah aku.” Ia menyeru 
orang yang telah mati dan orang yang telah dikubur, atau meminta kepada 
setan-setan dan para jin atau berdoa kepada orang-orang yang tidak ada, dan 
meminta bantuan kepada mereka. Jika ia berdoa kepada selain Allah dan 
beristighatsah kepada selain-nya, baik itu kepada orang-orang yang telah 
mati, atau kepada orang yang tidak ada, dengan itu ia telah menjadi kafir. 
Siapa saja yang mengucapkan ucapan kufur, maka ia kafir, kecuali jika ia 
dalam keadaan dipaksa. Allah berfirman dalam QS. Al-Nahl/16: 106-107 : 
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     
    
  
   
   
    
      
  
  
   
    
  
    
Terjemahnya: 
106. Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia 
mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal 
hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi 
orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan 
Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. 107. yang demikian 
itu disebabkan karena Sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di 
dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk 
kepada kaum yang kafir.8 
 
Jika mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan terpaksa, dipaksa 
untuk mengucapkannya, diancam dibunuh, atau disiksa, maka tidka mengapa 
ia mengucapkan perkataan yang dapat menyelamatkan dirinya dari 
pemaksaan tersebut, namun dalam keadaan hatinya merasa tenang dengan 
keimanan. Allah telah memberi keringanan untuk berbicara dengan lisan 
                                                             
8Kementrian Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya. h. 279.  
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semata. Adapun hati, tidak seorangpun mampu untuk mengendalikannya 
kecuali Allah Swt.  
b. Kafir dengan keyakinan 
Adapun kafir dengan keyakinan adalah seseorang yang meyakini 
dengan hatinya apa-apa yang dapat membatalkan keIslaman. Seperti, 
keyakinan bahwa shalat hukumnya tidak wajib, bahwa shalat sama sekali 
tidak memiliki nilai. Shalat hanya sekedar kebiasaan saja, sebagaimana yang 
diyakini orang-orang munafik. Mereka melakukan amalan-amalan secara 
lahiriah semata, namun hatinya tidak mau beriman dengan amalan-amalan 
tersebut, ia melakukannya hanya pura-pura. Mereka mengucapkan dua 
kalimat syahadat sedangkan hatinya kafir. Allah Swt. berfirman dalam surah 
Al- Munafiqun/63:1 
  
  
    
    
   
  
    
Terjemahnya: 
apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: "Kami 
mengakui, bahwa Sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah". dan 
Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; 
dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya orang-orang munafik itu 
benar-benar orang pendusta. 9 
 
                                                             
9Kementrian Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya. h. 554.  
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Jika seseorang meyakini kekafiran dengan hatinya maka ia menjadi 
kafir, sekalipun ia tidak mengerjakan atau mengucapkannya. Sekalipun secara 
lahiriah ia mengerjakan amalan-amalan yang baik, baik itu sholat, jihad, 
sedekah, atau lainnya, akan tetapi hatinya berdusta terhadap hal itu maka ia 
kafir. Ini adalah agamanya orang-orang munafik. Karena mereka tidaklah 
meyakini dengan hati mereka apa yang diucapkan dengan lisannya, atau apa 
yang dilakukan anggota badannya yaitu berupa amalamn-amalan yang 
disyariatkan.10 
c. Kafir dengan perbuatan 
Kufur dengan perbuatan contohnya adalah menyembelih untuk selain 
Allah. Jika ia menyembelih untuk selain Allah Swt. berarti ia keluar dari 
agama Islam dan murtad. Karena ia telah beribadah kepada selain Allah, 
karena menyembelih adalah suatu bentuk ibada. Jika ia menyembelih untuk 
sesuatu ang diagungkan, seperti menyembelih untuk berhala, kuburan, atau 
sesembahan lainnya yang disembah oleh orang-orang musyrik, sekalipun ia 
tidak berbicara, bahkan jika ia menyembelih untuk patung atau ia sujud 
kepada patung atau kepada kuburan yang merupakan berhala kaum musyrikin 
zaman ini, jika ia menyembelih atau sujud kepada kuburan, maka ia menjadi 
musyrik, sekalipun ia sholat, berhaji, dan membaca Al-Quran, karena ia telah 
merusak agamanya dengan perbuatan syirik. 11 
                                                             
10
 Asy-Syaikh Al’Allamah, Jaga Agamamu!!! Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar!!! 
(Banyumas: Buana Ilmu Islami, cet. Ke-2) h.17-19 
11
 Asy-Syaikh Al’Allamah, Jaga Agamamu!!! Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar!!! 
(Banyumas: Buana Ilmu Islami, cet. Ke-2) h.19 
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d. Kafir dengan keraguan 
Keraguan (setengah hati) maknanya adalah kebimbangan. Karena itu, 
jika seseorang merasa ragu didalam hatinya: apakah ajaran yang dibawah 
Rasulullah itu benar atau tidak? Apakah disana ada kebangkitan atau tidak? 
Apakah nantinya ada surga atau neraka ataukah tidak? Maka orang ini kafir 
karena ia ragu, sekalipun ia tetap mengerjakan sholat, berpuasa dan 
mengerjakan apa-apa yang ia kejakan, jika ia tidak mantap dengan keimanan, 
dan memiliki keraguan serta kebimbangan terhadap kebenaran yang dibawa 
oleh Rasul. Ia mengatakan . “bisa saja hal ini benar, bisa saja tidak” lalu ia 
keluar dari Islam, sekalipun ia bersyahadat namun tidak meyakini maknanya. 
Namun kita hanya menghukumi apa yang nampak saja. Adapun apa yang 
terpendam di dalam hati, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah 
semata.12 
D. Status Pernikahan Istri Murtad 
1. Status perkawinan istri murtad menurut Imam mazhab 
Suami istri atau istri murtad, keluar Islam, maka keduanya harus terpisah 
(diceraiakan). Karena murtad adalah salah satu sebabullah harus menangguhkan 
ulama. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang waktu kapan dia harus 
diceraikan dan kapan hukum batalnya akad nikah . dalam kasus ini ada 3 pendapat 
yang populer, yakni: 
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 Asy-Syaikh Al’Allamah, Jaga Agamamu!!! Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar!!! 
(Banyumas: Buana Ilmu Islami, cet. Ke-2) h. 19-20 
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a. Pertama, akad nikah menjadi batal seketika itu juga, baik sebelum atau 
sesudah berhubungan. Ini adalah pendapa mazhab Hanafi, Maliki, dan 
salah satu dari Imam Ahmad. Pendapat ini diriwayatkan dari Hasan Al-
Bashri, Umar Bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri, Abu Nur, dan Ibnul Mundzir. 
Dalilnya, orang murtad diqiyaskan kepada orang yang mati. Karena 
murtad hukunya adalah bunuh. Sedangkan orang yang mati menyerukan 
obyek untuk dinikahi. Oleh karena itu, tidak boleh menikahi orang yang 
murtad sejak zaman dulu dan selanjutnya tetap berlaku demikian. 
b. Kedua, memainkan murtadnya sebelum melakukan hubungan badan, maka 
akad nikahnya batal seketika itu juga. Namun demikian, jika murtadnya 
setelah melakukan hubungan badan, maka pembatalan pernikahannya 
ditunda menjadi masa iddahnya habis, kemudian ada dua keadaan: 
Jika orang yang murtad itu kembali masuk Islam sebelum masa iddahnya 
habis, maka dia tetap pada status pernikahannya (ihwal menjadi suami istri 
tanpa menikah ulang). 
Jika masuk Islam setelah masa iddahnya habis, maka antara lain cerai 
sejak ia murtad. Ini adalah pendapat mazhab Syafi’iah dan Hanbaliyah 
dalam nama mashur dari mereka. 
Mereka beralasan dengan beberapa dalil berikut: 
Firman Allah SWT. dalam surah Al- Mumtahanah ayat 10 : 
   
      
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Terjemahnya: 
dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) 
dengan perempuan-perempuan kafir.13 
 
Murtad merupakan perbedaan agama yang dapat menghalangi untuk 
mendapatkan dirinya, sehingga pernikahan pun menjadi batal. hal ini 
terjadi jika seorang istri masuk Islam, sementara masih bergerak kafir. 
Kemudian jika murtadnya setelah melakukan hubungan, maka 
pembatalan pernikahannya ditangguhkan setelah masa iddahnya habis. 
Karena ketika salah seorang suami atau istri berhubungan, pernikahannya 
tidak serta merta batal saat itu juga. Mereka masih memungkinkan untuk 
kembali menjadi suami istri , jika dalam rentang masa iddah tersebut, 
pasangan yang murtad kembali bertaubat. 
Ketiga, menurut Syaikhul Islam dan Ibnul Qayyim, apabila salah 
seorang dari pasangan suami istri murtad, maka pernikahannya harus 
dibekukan. Apabila dia kembali masuk agama Islam, maka pernikahannya 
sah lagi, baik dia masuk Islam setelah melakukan hubungan badan atau 
setelahnya, baik ia masuk Islam sebelum masa iddahnya habis maupun 
setelah masa iddahnya habis. 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, “ demikian pula masalah 
murtad, pendapat yang mengatakan harus segerah diceraikan adalah 
menyelisihi sunah yang telah  dicontohkan oleh nabi Muhammad Saw, 
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 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya. h. 550. 
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sebab pada masa beliau banyak pula manusia yang murtad. Kemudian, 
mereka kembali masuk Islam lagi dan istri-istri merekapun kembali 
kepada mereka. Tidak pernah diketahui bahwa ada seorangpun dari 
mereka yang disuruh memperbaharui akad nikahnya. Padahal diketahui 
bahwa diantara mereka ada yang masuk Islam setelah sekian lama, 
melebihi masa iddahnya. Demikian pula, sudah psti bahwa mayoritas dari 
istri-istri mereka yang tidak murtad tersebut, namun Rasulullah Saw, tidak 
pernah menanyakan secara mendetail kepada seorangpun dari suami-istri 
yang murtad, apakah dia baru masuk Islam setelah masa iddah istrinya 
habis atau sebelumnya.” 
Dari pendapat diatas, setelah mengkaji setiap alasan dari masing-masig 
pendapat, dapat disimpulkan bahwa pendapat yang lebih rajih (unggul) adalah 
pendapat yang ketiga, dengan pertimbangan : 
a. Dalil-dalil tersebut adalah dail naqli (Al-Quran dan sunnah) yang jelas 
sesuai dengan tema yang dimaksudkan. 
b. Pendapat ini sangat selaras dengan ruh Islam dan ajaran-ajarannya 
dalam meluluhkan hati manusia untuk menerima Islam. 
c. Ketika salah satu murtad, maka berpisah sementara. Sehingga jika 
mereka masuk Islam maka mereka bersatu lagi.14 
Semua ulama sepakat bahwa akad nikah bisa rusak karena kemurtadan 
salah satu dari pasangan suami istri, Alasannya: 
                                                             
14Ahkam Nikahil Kuffar, karya: Humaidhi bin Abdul Aziz. 
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a. Firman Allah Al-Mumtanah Ayat 10: 
...   
 .... 
Terjemahnya: 
 
dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan 
perempuan-perempuan kafir 
 
b. Karena perbedaan agama itu bisa menghalangi seseorang mendapat bagian 
harta pusaka, dengan demikian hal tersebut mengharuskan rusaknya akad 
nikah. Alasan yang berhubungan dengan masalah wanita murtad ini, dimana 
perbedaan agama bisa menghalangi seseorang dari menerima harta pusaka, 
merupakan dalil untuk mengharamkan wanita ahli kitab, sebab ahli kitab juga 
dianggap kafir dan agamanya berbeda, yang sudah tentu bisa menghalangi 
pembagian harta pusaka.15 
2. Status pernikahan istri murtad menurut UU di Indonesia 
Fenomena menjadi seorang muallaf karena ingin melangsungkan 
pernikahan adalah hal yang sering terjadi di Indonesia. Kejadian seperti ini yang 
kemudian sering menimbulkan masalah kemurtadan. Hal ini sudah seharusnya 
menjadikan kita lebih waspada dalam menjaga keselamatan akidah generasi 
muslim. Tapi berdasarkan peraturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, 
                                                             
15Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, Perkawianan Campuran Menurut Pandangan 
Hukum Islam, (Jakarta: PT.Bulan Bintang,1991)h.157-158. 
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penulis merasa bahwa peraturan yang ada sangat lemah dalam menanggapi kasus 
seperti ini.  
Dalam  Kompilasi Hukum Islam, pasal yang membahas tentang 
pembatalan perkawinan, tertera pada pasal 70 dan 71, yakni: 
Pasal 70 
Perkawinan batal apabila: 
a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidal berhak melakukan akad 
nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari 
keempat isterinya dalam iddah talak raj’i; 
b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili’annya; 
c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak 
olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain 
kemudian bercerai lagi ba’da ad-dukhul dan pria tersebut dan telah habis 
masa iddahnya; 
d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; 
semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan 
menurut pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu: 
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas. 
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara 
saudara, antara seseorang dengan saudara orangtua, dan antara seorang 
dengan saudara neneknya. 
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau 
ayah tiri. 
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, dan bibi atau paman 
sesusuan. 
e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakang dan isteri 
atau isteri-isterinya. 
Pasal 71 
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: 
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; 
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri 
pria lain yang mafqud. 
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dan suami lain; 
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan 
dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974; 
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak 
berhak; 
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.16 
 
                                                             
16Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft 
Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia (Bandung: penerbit Marja, 
2014), h.347-348. 
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Berdasarkan isi pasal di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada kata 
perbuatan murtad yang tertera sebagai salah satu hal yang dapat menjadi sebab 
batal atau dapat dibatalkannya perkawinan. Namun, pada pasal 75 menyebutkan 
bahwa: 
Pasal 75 
Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: 
a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad; 
b. Anak-anak yang dilairkan dari perkawinan tersebut; 
c. Pihak ketiga seanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber’itikad baik, 
sebelum keputusan pembatalan perkawinan memperoleh kekuatan hukum 
yang tetap.17 
 
Berdasarkan pasal 75 ini, suatu perkawinan dapat menjadi sebab batalnya 
perkawinan, namun tidak sampai pada membatalkan akad perkawinan. Akad 
perkawiananya sendiri adalah tetap sah secara hukum. Adapun yang dibatalkan 
adalah masa perkawinan setelah terjadinya perbuatan murtad.18 
Dari pasal diatas, disebutkan bahwa pekawinan menjadi batal kerena salah 
satu suami atau istri menjadi murtad. Meski demikian, hal ini tidak berlaku surut 
pada status anak yang lahir dari perkawinan tersebut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
17Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft 
Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia (Bandung: penerbit Marja, 
2014), h.347-348. 
18AB Afianto, Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawianan Pada Kompilasi Hukum 
Islam Dalam Perspektif Kitab Klasik Dan Modern (Surabaya: UIN Sunan Ampel,2013),h.123. 
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BAB III 
TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK DALAM ISLAM 
 
A. Pengertian Hak Asuh Anak 
Dalam istilah fiqhi digunakan dua kata maun ditujukan untuk maksud 
yang sama yaitu kafalah dan hadhanah. adapun yang dimaksud dedngan 
hadhanah atau khafalah dalam arti sederhana ialah pemeliharaan atau pengasuhan. 
Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah 
terjadinya perceraian.1 
Hadhanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk 
atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di 
pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, 
sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya : “pendidikan dan 
pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus 
dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”. 
Para ulama fiqhi mendefenisikan : Hadhanah yaitu melakukan 
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau 
yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan 
kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik 
jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan 
memikul tanggung jawab.2 
                                                             
1
 Sabri Samin dan Narmayana Aroeng, Fikih II (Makassar: Alauddin press, 2010), h.161. 
2
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: kencana, 2003), h.175-176. 
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Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk 
seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu 
waktu menyususkan meletakkan anak dalam pangkuannya, dan melindunginya 
dari segala yang menyakiti. Erat hubungannya dengan pengertian tersebut, 
hadahanah menurut istilah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi 
atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya 
sendiri.3 
Maksud dari hadhanah ialah mengasuh orang (anak) yang tiada mampu 
berdiri sendiri untuk melaksanakan segala pekerjaan yang menyangkut 
kemaslahatan dirinya.4 
Al- Jaziri mendefenisikan hadhanah menurut syara adalah pemeliharaan 
anak kecil, orang lemah, orang gila atau sudah besar tapi belum mumayyiz dari 
apa yang dapat memberikan mudharat keppadanya, kemampuan dan 
mengusahakan pendidikannya, mengusahakan kemaslahatannya berupa 
kebersihan dan memberi makan dan mengusahakan apasaja yang menjadikan 
kesenangannya.5 
Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam 
hadhanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, disamping 
pemeliharaan jasmani dan rohani disamping terkandung pula pengertian 
pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan ia 
                                                             
3Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: kencana, 
2010),  h. 166. 
4Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1988), h.100. 
5
 Drs. H. Jamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Dina utama semarang,1993),h.119. 
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merupakan pekerja profesional, sedangkan hadhanah dilaksanakan dan dilakukan 
oleh keluarga si anak, kecuali ketika anak tidak mempunyai keluarga serta ia 
bukan profesional; dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota keluarga yang lain. 
Hadhanah merupakan hak dari hadhin, sedangkan pendidikan belum tentu 
merupakan hak dari pendidik.  
Maintenance (Al-Nafaqah) is the right of one’s wife and children to get 
food, clothing and a residence, some other essential services and medicine, 
even if the wife happens to be a rich lady maintenance in this form is 
essential (wajib) according to the Qur’an, sunnah and the consensus of 
opinion of the jurists. Where both spouses are above the age puberty, it is 
the duty of the husband, and not that of a wiife as happens in some western 
countries nowadays, to supply his wife and children with food, clothes and 
lodgin on a scale commensurate with the social position of the partnerts 
and in accordance with the costums and habits of the society in which they 
live.6 
Terjemahnya: 
 Pemeliharaan (Al-Nafaqah) adalah hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan 
makanan, pakaian dan tempat tinggal, beberapa layanan penting lainnya dan obat-obatan, 
bahkan jika istri kebetulan adalah seorang wanita kaya pemeliharaan dalam bentuk ini 
adalah penting (wajib) menurut Alquran, sunnah dan konsensus pendapat para ahli 
hukum. Di mana kedua pasangan berada di atas usia pubertas, itu adalah tugas suami, dan 
bukan tanggung jawab seperti yang terjadi di beberapa negara barat saat ini, untuk 
menyediakan makanan, pakaian, dan penginapan kepada istrinya dan anak-anak dalam 
skala yang sepadan dengan sosial. posisi para partnerts dan sesuai dengan kostum dan 
kebiasaan masyarakat di mana mereka tinggal. 
 
 
                                                             
6
 Imam Ibn Hajr, Bulugh Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam (Jakarta: khatulistiwa press, 
2014) h.204. 
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B. Dasar Hukum Hak Asuh Anak 
Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, 
sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. 
Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah Swt. pada surah Al-
Baqarah/2: 233 
   
  
     
    
   
 
    
      
   
    
   
     
   
   
    
  
   
    
   
  
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    
   
Terjemahnya: 
 
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. 
seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 
apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan.7 
 
Dalam bahasa Arab kata walidah digunakann untuk ibu, sedngkan kata 
umm memiliki makna yang lebih luas, selain diterapkan bagi “ibu” konsepnya 
terkadang mengacu pada akar atau sumber dari segala sesuatu. 
Dalam ayat ini, Al-Quran menunjukkan beberapa perintah mengenai 
permasalahan menyusui dengan berbagai hak yang dimiliki oleh ibu, anak, dan 
ayah berkaitan dengan permasalahan ini. Secara keseluruhan, perintah-perintah itu 
terdiri dari tujuh aturan. 
Tujuh petunjuk yang berkaitan dengan menyusui: 
1. Hak menyusui anak selama dua tahun dikhususkan bagi ibunya karena dialah 
yang dapat menyusui dan menjaga bayinya anaknya selama masa ini. 
Berdasarkan fkata bahwa nutrisi bayi-baik jasmani maupun ruhaninya- 
memiliki hubungan yang dekat dan kokoh dengan air susu dan kasih sayang 
ibunya,maka walaupun perwalian anak-anak kecil telah diserahkan kepada 
                                                             
7
 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya. h.37. 
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bapaknya, hak perlindngan dan perawatan  dan penjagaan seorang anak tetap 
diberikan kepada ibunya. Disisi lain kasih sayang ibu harus diberikan juga 
karena sang ibu tak tahan melihat teteknya kodsong dari anaknya dan tetap 
diam dalam saat-saat yang sensitif tersebut. Maka dari itu, mengkhususkan hak 
susu dan perawatan seorang anak pada ibunya merupakan sejenis hak yang 
saling berkaitan dan bermanfaat bagi keadaan sang ibu juga bagi sang anak. 
dan para ibu (yang ditalak) hendaklah menyususkan anak-anaknya selama dua 
tahun... 
2. Lamanya menyusui tidakperlu dua tahun persis. Masa menyusui yang lamanya 
dua tahun adalah bagi orang yang melaksanakan secara sempurna... baginya 
(ayah) yang ingin menyempurnakan masa penyusuan... 
Akan tetapi,  menyangkut posisi badan sang anak dan kesehatanya, maka 
sang ibu juga memiliki hak untuk menghentikan masa (menyusui) ini apabila ia 
berfikir tidak menimbulkan sesuatu yang buruk. 
Sebuah hadis dari ahlulbait as mengatakan bahwa genapnya masa 
menyusui adalah dua tahun (24 bulan), sedangkan masanya yang tidak lengkap 
adalah 21 bulan. Gagasan ini mungkin hasil dari penggabungan konsep dalam 
ayat ini dan ayat ke-15 dalam surah al-Ahqaf yang mengatakan,... 
mengandungnya dan menyapihnya adalah tiga puluh tahun... Dan, kita 
mengetahui bahwa lamanya hamil biasanya sembilan bulan. Maka dari itu, sisa 
waktunya, yang berjumlah dupuluh satu bulan, adalah waktu yang biasa dipakai 
untuk menyusui. 
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Dan, juga berdasarkan fakta dalam surah Al-Ahkaf, permasalahan ini tidak 
disebutkan dalam bentuk wqajib. Oleh karenanya, dengan mengingat kesehatan 
sang bayi, maka para ibu dibenarkan mengakhiri bulan-bulan menyusuinya  
kurang dari 21 bulan juga. 
3. Biaya ibu untuk membeli makanan dan pakaian selama masa persusuan, 
bahkan tatkala ia ditalak, berada pada tangan ayah sang bayi agar ibu tersebut 
dapat menyusui bayi tersebut dengan nyaman dan dengan hati yang damai. 
(diwajibkan)atas sang ayah memberi (makanan) dan baju mereka (para ibu 
yang menyusui) dengan cara yang makruf... 
Di tempat ini, kata Al-Quran almaulud lahu (yaitu orang yang karenanya 
bayi dilahirkan) yang dipakai sebagai pengganti kat “bapak”, menarik perhatian. 
Agaknya wahyu tersebut ditunjukkan untuk menggerakkan rasa kasih sayang sang 
bapak sedemikian rupa kearah pengerjaan tugas yang disebutkan di atas.  Dengan 
kata lain, apabila biaya-biaya sang ibu dan anak selama masa penyusuan adalah 
milik dia sendiri dan buah hatinya, dia bukan orang asing. 
Frase dengan cara yang makruf disini menunjukkan bahwa pakaian dan 
makanan sang ibu seharusnya diberikan sesuai dengan penggunaan dan 
kedudukannya. Kebakhilan dan tindakan melewati batas tidak dibenarkan dalam 
keadaan seperti ini.  
Kemudian untuk menghilangkan kesamaran, ayat Al-Quran tersebut 
menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara ini: bahwa tugas seorang bapak sesuai 
dengan kapasitasnya, karena Allah tidak membebani individu manapun melebihi 
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kemampuannya.  ... tak satupun jiwa dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya... 
4. Ayah dan ibu seorang anak seyogianya tidak mengabaikan nasib anak mereka 
karena perselisihan mereka sendiri. hal ini dapat membahayakan pikiran dan 
ruhani sang anak yang tak ada gantinya nanti. ...janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena 
anaknya,... 
Laki-laki yang seyogianya memperhatikan hak menyusui dan 
perlindungan sang ibu. Mereka  seharusnya tidak menginjak-injaknya dengan cara 
menyingkirkan anak tersebut dari mereka. Ibu-ibu pun seharusnya tidak 
menyalahgunaka hak yang diberikan kepada mereka,  baik dengan tidak 
menyususinya dengan berbagai dalih yang sia-sia ataupun menghalangi sang 
bapak dari mengunjungi anaknya. 
5. Setelah kematian sang bapak, maka sang ahli waris seharusnya melaksanakan 
tugas ini dan memenuhi keperluan sang ibu selama masa menyusui. ...dan 
warispun berkewajiban demikian... 
6. Izin menyapih diberikan kepada orang tua walaupun ayat sebelumnya elah 
meneptapkan beberapa batasan dalam menyusui  sang anak. kedua orang tua, 
dengan persetujuan satu sama lain, dapat menyapih kapan saja apabila cocok 
dengan keadaan fisik sang anak. 
....apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan , maka tidak ada dosa atas keduanya... 
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Yaitu, apabila apabila kedua orang tua telah berembuk dan sepakat untuk 
menyapih maka tidak akan ada masalah bagi mereka. 
Sementara itu, sang ibu tidak diharuskan menyusui sang bayi. Karena itu 
kapan saja ia ingin memberhentikan maka ia dapat melakukannya, sebaiknya dia 
tidak melupakan beberapa dari kehendaknya sendiri demi perkembangan anaknya 
dan tidak melepaskan kerjasama serta konsultasi yang layak dengan suaminya 
sepanjang masa ini, sehingga izin bersama, yang ditunjukkan dalam ayat tersebut , 
terjadi secara aktual. 
7. Idak mungkin mencegah ibu dari menyusui anaknya kecuali ibunya tidak mau 
menyusui anaknya, atau benar-benar ada penghalang baginya. Sebagaimana 
dikatakan dalam al-Quran, ... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 
orang lain, makatidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayarang atas apa yang kamu janjikan menurut makruf... 
Bagian terakhir dari ayat diatas menganfung akna bahwa melibatkan 
wanita lain untuk menyusui anaknya, setelah berkonsultasi dan mendapatkan 
persetujuan bersama, tidaklah masalah. Tentu saja, asal tidak menginjak-injak hak 
ibunya berkaitan dengan lamanyamasa menyusui. Hak ini harus dibayarkan 
padanya dengan cara makruf. 
Karena perselisihan dan pertentangan suami dan istri terkadang 
membangkitkan dendam antaramereka, dan nasib mereka dan nasib anak yang tak 
berdaya akan terancam bahaya, dan masing-masing dari mereka merencanakan 
hal buruk bagi yang lain, maka pada penghujung ayat al-Quran berkata, 
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...bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang 
kamu kerjakan.8 
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa memelihara anak adalah hal yang 
wajib dan kewajiban untuk membiayai anak yang masih kecil bukanlah hanya 
berlaku selama ayah dan ibu masih terikat tali perkawinan saja, namun juga 
berlanjut setelah terjadinya perceraian. 
Apabila bercerai dua suami istri, maka hak memelihara anak dipegang ibu, 
sehingga anak tersebut sampai umur tujuh tahun. Sesudah itu ditakdirkan (disuruh 
pilih kepada sang anak: siapa ia suka buat pemeliharaannya, lalu diserahkan 
kepada siapa yang dipilIh si anak itu.9 
Ayat lain dalam Al-Quran yang menjadi dasar hukum hadhanah 
(pemeliharaan anak) adalah  Q.S. At-tahrim/66: 6: 
  
   
  
  
  
    
    
      
 
Terjemahnya: 
                                                             
8
 Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Quran (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2006) h. 
244-248. 
9Sabri Samin dan Narmayana Aroeng, Fikih II,  h.162. 
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Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.10 
 
Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara 
keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya 
itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk 
anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.11 
Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab dengan 
mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada 
bahaya kebinasaan. Hadanah merupakan hak bagi anak-anak kecil karena ia 
membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang 
mendidiknya.  
Pendidikan yang paling penting adalah pendidikan anak dipangkuan ibu 
bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan menumbuhkan 
jsmani dan akalny, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam 
menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang.12 
Adapun hak asuh anak adalah engkau harus tahu bahwa dia berasal darimu 
dan bahwa segala kebaikan dan keburukan di dunianya dinisbahkan kepadamu, 
kerena itu enkau bertanggungjawab dalam mendidiknya dengan benar, 
membimbingnya menuju Tuhannya, membantunya dalam taat kepadamu, dan 
menumbuhkan jiwa taat kepada perintah dalam dirinya. Jika engkau 
                                                             
10
 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya. h. 560. 
11Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: kencana, 2003), h. 176-177. 
12Tihami dan.Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.2014) 
h.217 
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melaksanakan tugas ini, maka engkau mendapat pahala dan jika mengabaikanya 
maka engkau diganjar siksa.13 
C. Orang yang Berhak atas Hak Asuh Anak 
 Seseorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu 
memerlukan orang lain dalam membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, 
pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan jadwal tidur. 
Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, 
kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) dikemudian hari. 
Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas 
itu. Dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, 
agama menetapkan wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut. 
Dasar urutan orang –orang yang berhak melakukan hadhanah adalah: 
a. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatnya 
dalam kerabat adalah sama. 
b. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak 
merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding 
saudara perempuan. 
c. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan 
kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah. 
d. Dasar urutan ini ialah kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan 
bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak. 
                                                             
13Ibnu syu’bah al-Harrani, Tuhaf Al-‘Uqul,  (Jakarta: Nurul al-Huda.2016) h.26. 
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e. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak hadhanah 
pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram. 
Seperti disinggung sebelumnya, kewajiban melakukan hadhanah terletak 
dipundak kedua orang tua. Prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana 
kedua orang tua tetap dalam hubungn suami-istri. Yang menjadi persoalan adalah 
apabila kedua orang tua si anak telah berpisah cerai, maka pihak manakah yang 
lebih berhak terhadap anak itu. Dalam kaitannya dengan masalah ini ada dua 
periode bagi anak yang perlu dikemukakan: 
a. Periode Sebelum Mumayyiz 
Periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh tahun. 
Pada masa tersebut pada galibnya seseorang anak belum lagi mumayyiz atau 
belum biasa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi 
dirinya. Pada periode ini setelah melengkapi syarat-syarat pengasuh seperti yang 
akan dikemukakan nantinya, kesimpulan ulama menunjukkan bahwa pihak ibu 
lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan hadhanah. kesimpulan 
ini didasarkan atas: 
1. Sabda Rasulullah yang maksudnya: “ Barang siapa memisahkan antara 
seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang 
dikasihinya di Hari Kemudian.”.(H.R. Abu Daud). 
2. Hadis Abdullah bin Umar bin Al-Ash menceritakan, seorang wanita mengadu 
kepada rasulullah tentang anakkecilnya, di mana mantan suaminya bermaksud 
membawa anak mereka bersamanya setelah menceraikannya. Lalu Rasulullah 
41 
 
bersabda: “kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu 
belum menikah dengan lelaki lain”. (H.R. ABU Daud dan Ahmad). 
3. Sesuai dengan isi hadis-hadis tersebut di atas adalah keputusan Khalifak Abu 
Bakar dalam kasus sengketa antara Umar bin Khattab dan bekas istrinya. Umar 
bin Khattab dengan salah seorang istrina mendapat seorang anak yang diberi 
nama ‘Ashima, kemudian ia bercerai dengan istrinya. Pada suatu hari Umar 
pergi ke Quba’ (satu dusun di tepi kota Madina), ia mendapati anaknya itu 
sedang bermain. Ketika ia memegang anaknya dengan maksud membawanya 
pergi, terjadilah pertengkaran dengan pihak ibu. Kasus ini segerah disampaikan 
kepada Khalifak Abu Bakar, dan ia memutuskan menetapkan bahwa anak iyu 
ikut ibunya (Riwayat Ibnu Syabah). 
4. Ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa 
memperlihatkan kasih sayangnnya. Demikian pula anak dalam masa itu sedang 
amat membutuhkan untuk hidup didekat ibunya. 
Berdasarkan alasan-alasan di atas, apabila terjadi perceraian, demi 
kepentingan anak dalam umur tersebut, maka ibu berak untuk mengasuhnya, 
bilamana persyaratan-persyaratannya dapat dilengkapi. Ibnu Qudamah seorang 
pakar hukum pengikut mazhab Hanbali dalam kitabnya Al-Mugni menjelaskan 
tidak ada perbedaan pendapat dilkalangan ulama dalam masalah tersebut. 
b. Periode Mumayyiz 
Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang balig 
berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan 
antara yang brbahaya dan bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah 
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dianggapdapat menjtuhkan pilihannya sendiri apakah ia ikut ibu atau ikut 
ayahnya. Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan sikapnya. Dasar 
hukumnya dalah hadis Abu Hurairah yang menceritakan seorang wanita yang 
mengadukan tingkah bekas suaminya yang hendak mengambil anak mereka 
berdua, yang telah mulai mampu menolong mengambil air dari sumur.lalu 
Rasulullah menghadirkan kedua pihak yang bersengketa  dan mengadili: “Hai 
anak, ini ibumu dan ini ayahmu. Pilihlah yang mana yang engkau sukai untuk 
tinggal bersamanya. Lalu anak itu memilih ibunya.”.Anak yang disebut dalam 
hadis diatas sudah mampu membantu ibunya mengambil air di sumur, yang 
diperkirakan berumur tujuh tahun atau sudah mumayyiz. Dengan demikian, hadis 
tersebut menunjukkan bahwa anak yang sudah mumayyiz atau sudah dianggap 
mampu menentukan pilihannya sendiri, diberi hak untuk memilih sendiri. 
D. Syarat-Syarat bagi Yang Melakukan Hak Asuh Anak 
Pemeliharaan atau pengasuhan anak  itu berlaku antara dua unsur yang 
menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut 
hadhin  dan  anak yang diasuh atau madhun. Keduanya harus memenuhi syarat 
yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. 
Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan beberapa syarat 
bagi hadhin, sebagai berikut: 
1. Yang melakukan hadhanah hendaklah sudah balig berakal, tidak terganggu 
ingatannya, sebab hadhanah itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung 
jawab. Oleh sebab itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau 
gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas hadhanah. Ahmad bin Hnbal 
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menambahkan agar yang melakukan hadhanah tidak mengidap penyakit 
menular. 
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik 
mahdun (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa 
mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar. 
3. Seorang yang melakukan hadhanah hendaklah dapat dipercaya memegang 
amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang 
yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak 
yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini.  
4. Jika yang melakukan hadhanah itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, 
disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Dasarnya adalah penjelasan 
Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak hadhanah bagi anaknya 
selama ia belum menikah dengan lelaki lain (HR. Abu Daud). Adanya 
persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan 
istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Oleh karena itu, 
seperti disimpilkan ahli-ahli fiqhi, hak hadhanahnya tidak menadi gugur jika ia 
menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan 
tanggungjawabnya. 
Demikian pula hak hadhanah tidak gugur jika ia menikah dengan lelaki lain 
yang menerima kenyataan. Hal itu terjadi pada diri Ummu Salamah, ketika ia 
menikah dengan Rasulullah, anaknya dengan suami pertama selanjutnya tetap 
diasuhnya (HR.Ahmad). berdasarkan kenyataan ini Ibnu Hazmin berpendapat 
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tidak gugur hak hadhanah seorang ibu dengan menikahnya dia dengan lelaki 
lain, kecuali jika suami kedua itu jelas menolaknya. 
5. Seseorang yang melakukan hadhanah harus beragama Islam. Seorang 
nonmuslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas 
mengasuh termasuk kedalamnya usah amendidik anak menjadi muslim yang 
baik,dan hal itu menjadi kewajiban yang mutlak atas kedua orang tua. 
Para ahli fiqhi mendasarkan kesimpulan tersebut pada ayat 6 surah At-
Tahrim yang mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan neraka. 
Untuk tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan 
tersebut akan sulit terwujud bilamana yang mendampingi atau yang mengasuhnya 
bukan seorang muslim. 
Adapun syarat  anak yang akan diasuh (madhun) itu adalah: 
a. Masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam 
mengurus hidupnya sendiri. 
b. Berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat 
berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot masih tetap harus 
mendapatkan hadhanah. orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya 
tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.14  
E. Masa Hak Asuh Anak 
Tidak terdapat ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang menerangkan dengan 
tegas tentang masa hadhanah, hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang 
menerangkan ayat tersebut. Karena itu para ulaa berijtihad sendiri-sendiri dalam 
                                                             
14Sabri Samin dan Narmayana Aroeng, Fikih II (Makassar: Alauddin press, 2010), h.162-
163. 
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menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu. Seperti menurut 
mazhab Hanafi: hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi 
memerlukan penjagaan dan telah mengurus keperluannya sehari-hari, seperti 
makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. 
Sedangkan masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah 
datang masa haid pertamanya. 15 
F. Upah Hak Asuh Anak 
Ibu tidak berhak atas upah hadhanah, seperti upah menyusui, selama ia 
masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam iddah. 
Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau 
nafkah masa iddah. 
Allah Swt. berfirman dalam QS. Al- Baqarah/2: 233 
  
  
     
    
   
 
    
      
   
    
   
                                                             
15Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: kencana, 2003), h.185. 
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     
   
   
    
  
   
    
   
  
    
      
Terjemahnya: 
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. 
seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 
apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan. 
 
Perempuan selain ibunya boleh menerima upah hadhanah sejak ia 
menangani hadhanahnya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja 
menyusui anak kecil dengan bayaran (upah). 
Seorang ayah wajib membayar upah penyususan dan hadhanah, juga 
membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jikasekiranya si ibu tidak 
memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnia juga wajib 
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membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika 
si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan 
termasuk dalam nafkah khusus bagi anak kecil, seperti: makan, minum, tempat 
tidur, obat-obatan dan keperluan lain yang pokok yang sangat dibutuhkannya. 
Tetapi gaji ini hanya wajib dikeluarkannya saat ibu pengasuh menangani 
asuhannya. Dan gaji ini menjadi utag yang ditanggung oleh ayah serta baru 
bisalepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.16 
G. Pemeliharaan Anak Dan Tanggung Jawab Terhaddap Anak Bila Terjadi 
Perceraian 
1. Pemeliharaan anak 
 Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang 
tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, 
pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam 
konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala 
rumah tangga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri 
dapat membantu suami dalam hal menanggung kewajiban ekonomi tersebut. 
Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara 
suami dan istri dalam hal pemeliharaan anak dan mengantarkannya hingga anak 
tersebut dewasa. Undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam tidak 
mengatur secara rinci masalah tersebut. Karena tugas dan kewajiban memelihara 
                                                             
16Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: kencana, 2003), h.188. 
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anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak 
dari anak-anaknya.17 
Tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, sedangkan kedua 
orang tuanya bercerai, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut: 
 
 
 
pasal 105 
Dalam hal terjadinya perceraian: 
a. Pemeliharaan anak yang belummumayyiz atau belum berumur 12 tahun 
adalah hak ibunya. 
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anakuntuk 
memilih diatara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. 
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya 
 
 
Pasal 106 
1) orang tua berkewajiban merawat dan menembangkan harta anaknya yang 
belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan 
memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang 
mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau 
suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. 
2) Orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena 
kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).18 
 
Dari uraian pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua orang 
tua telah bercerai, mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak. 
Hal ini agar segala kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan baik sampai anak 
tersebut cakap dalam menentukan hal baik dan buruk untuk dirinya, bukan untuk 
kepentingan orang tua dalam mengambil haknya masing-masing.  
                                                             
17Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 
2000),h.235. 
18Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft 
Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia (Bandung: penerbit Marja, 
2014), h.358. 
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Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 
orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sebagai orang tua 
untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak. Yang 
terpenting, kemanapun orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.19 
2. Tanggung jawab terhadap anak bila terjadi perceraian 
UU No.1 Tahun 1974 
 
 
Seorang hakim akan mengetuk palu dipengadilan dan memberi keputusan 
akhir apabila hak asuh anak akan diberikan. Terdapat peluang yang sama antar 
ayah dan ibu. Hal ini karena pertimbangan hakim tidak diberikan secara serta 
merta tanpa pertimbangan. Melainkan didasarkan pada eberapa pertimbangan. 
Satu diantaranya hak asuh anak dalam undang-undang. 
Adapun dalam Undang-Undang, hak asuh anak bila terjadi perceraian 
telah diatur dalam beberapa pasal. Diantaranya pasal 45 ayat (2) dalam undang-
undang nomor 1 tahun 1974, pasal 98, dan pasal 105 dalam KHI. Dengan adanya 
dasar hukum dan undang-undang yang mengatur, diharapkan anak dapat hidup 
dengan sejahtera dan tumbuh sebagaimana mestinya meskipun orang tuanya 
berpisah.  
Pasal 45  
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya  
                                                             
19Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya 
Bakti, 2009), h.211. 
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(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai 
anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun 
perkawinan antara kedua orang tua putus. 
Perlindungan anak perspektif Undang-Undang Perlindungan  Anak yakni: 
Pasal 1 
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
Pasal 8 
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosialsesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual,dan sosial. 
Pasal 13 
1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 
manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan  dari perlakuan: 
a. Diskriminasi ; 
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
c. Penelantaran; 
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
e. Kwtidakadilan; dan 
f. Perlakuan salah lainnya. 
2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk 
perlakuan sebaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan 
pemberatan hukum. 
Pasal 16 
1) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, 
penyiksaaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 
2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 
3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 
dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat 
dilakukan sebagai upaya terakhir. 
Pasal 26 
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; 
b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 
minatnya; 
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan 
d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada 
Anak. 
(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, 
atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan 
tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  
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Pasal 36 
1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata kemudian hari tidak cakap 
melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya 
sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain 
sebagai wali melalui penetapan pengadilan. 
2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui 
penetapan pengadilan. 
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BAB IV 
ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM MAZHAB TENTANG 
HAK ASUH ANAK DARI ISTRI MURTAD 
Permasalahan tentang mengasuh seorang anak tidak berhubungan dengan 
perwalian bagi anak, baik yang bersangkutan dengan perkawinannya maupun 
hartanya. Hadhanah adalah perkara mengasuh anak, dalam hal mendidik dan menjaga 
ketika anak tersebut membutuhkan wanita pengasuh. Pada kasus ini, para Ulama 
Mazhab sepakat bahwa yang berhak adalah ibu. Namun untuk durasi pengasuhan 
anak tersebut, siapa yang berhak setelah ibu, syarat pengasuh anak, hak atas upah, dan 
lain-lain,  mereka memiliki pendapat yang berbeda.  
Para Ulama fikih mendefenisikan : hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan 
anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar 
tapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, 
menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, 
dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung 
jawab.1 
A. Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Asuh anak 
1. Yang Berhak Melakukan Hadhanah 
Menurut riwayat Imam Malik dalam kitab Muwaththa’ dari Yahya bin Sa’id 
berkata Qasim bin Muhammad bahwa Umar bin Khattab mempunyai seorang anak , 
namanya Ashim bin Umar, kemudian ia bercerai. Pada suatu waktu Umar pergi ke 
Quba dan menemui anaknya itu sedang bermain-main didalam mesjid. Umar 
                                                             
1
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: kencana, 2003), hal. 175-176.  
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mengambil anaknya dan meleakkannya di atas kudanya. Dalam waktu itu datanglah 
nenek si anak, Umar berkata, “anakku”. Wanita itu berkata pula “anakku”. Maka 
dibawalah perkara itu kepada khalifah Abu Bakar. Abu Bakar memberi keputusan 
bahwa anak umar itu ikut ibunya, dengan dasar yang dikemukakannya. 
 ََحأ َيِهَو اَفأَْراَو ارْيََخاَو َىنَْحاَو امَحَْراَو افََطْلاَو افَطَْعا ُّم اَلُااَهِدِلَوِب ُّق   
Artinya: 
Ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih 
penyantun, lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya (selama ia belum 
kawin dengan laki-laki lain). 
Menurut hadis di atas dapatlah ditetapkan bahwa si ibu dari anak adalah orang 
yang paling berhak melakukan hadhanah, baik masih terikat dengan perkawinan atau 
ia dalam masa iddah talak raj’i, talak ba’in atau telah habis masa iddahnya, tetapi ia 
belum kawin dengan laki-laki lain. 2 
Apabila seorang ibu tidak mampu untuk melakukan hadhanah, maka hak asuh 
tersebut di alihkan. Imam Mazhab berbeda pendapat tentang hal ini. 
1. Imam Hanafi 
Hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ayah, ibunya 
ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, 
saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan saudara perempuan kandung, 
kemudian anak perempuan saudara seibu, dan demikian seterusnya hingga pada bibi 
dari pihak ibu dan ayah. 
 
 
                                                             
2Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (jakarta: kencana, 2003), hal. 178-179 
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2. Imam Maliki 
Hak asuhan itu berturut-turut dialihkan dari ibu kepada  kepada ibunya ibu dan 
seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, 
saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu,saudara perempuan kakek dari 
pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya 
ayah, dan seterusnya.3 
3. Imam Syafi’i 
Hak atas asuhan, secara berturut-turut adalah, ibu, ibunya ibu dan seterusnya 
hingga ke atas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Sesudah itu 
adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga ke atas, dengan 
syarat mereka adalah pewaris-pewaris pula. Selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari 
pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari pihak ayah.  
4. Imam Hambali 
Hak asuh tersebut berturut-turut ada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, 
ayah, ibu-ibunya, kakek, ibu dari kakek, saudara perempuan sekandung, saudara 
perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, 
seibu dan seterusnya.4 
Hak hadhanah dipegang oleh ibu sebelum ibu bersuami, ( belum kawin dengan 
lelakilain setelah bercerai dengan ayah anak yang dipeliharanya). Kalau sudah 
                                                             
3Muhammad Jawad Mughniyah,  Fiqih Lima Mazhab (jakarta: Lentera, 2009), h.415 
4Ibid., h. 415-416.  
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bersuami dan sudah disetubuhi maka gugurlah hak ibu memeliharanya. “ hukum 
tersebut disepakati oleh rata imam.5 
Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap hadhanah, 
apakah yang berhak itu hadhin atau madhun (anak). Sebagian pengikut mazhab Hanafi 
berpendapat bahwa hadhanah itu hak anak, sedangkan menurut Syafi’i, ahmad dan 
sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap hadhanah 
itu adalah hadhin.6 
Orang yang berhak melakukan hadanah dari kaum perempuan: 
a) Ibu lebih berhak mengurus hadanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal 
mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya, dan jahat sehingga 
menyia-nyiakan anak, seperti menjadi pezinah, penyanyi, pencuri dan seing 
keluar setiap waktu.  
b) Urutan kedua setelah ibu dalam hal mengasuh anak adalah ibunya ibu atau 
nenek dari ibu karena nenek mempunyai emosional yang sama seperti ibu. 
Kemudian menurut Hanafiyyah dan Syafi’iyah dalam qaul jadid, yang berhak 
mengurus anak adalah nenek dari ayah. Akan tetapi, ulama Malikiyyah memilih 
mengedepankan bibinya ibu daipada ibunya ayah. Ulama Hanabilah sendiri 
lebih mengedepankan ayah dan ibunya  ayah setelah nenek dari ibu. Kemudian 
baru kakek dan ibunya kakek. 
c) Urutan selanjutnya yang berhak mengasuh anak adalah saudara  perempuan dari 
anak yang di pelihara, menurut Hanafiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah. 
                                                             
5Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqhi Islam (Tinjauan Antar 
Mazhab),(Semarang: Pt. Pustaka Rizky Putra, 2001),h.265. 
6Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (jakarta: kencana, 2003), h.183. 
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Kemudian menurut Hanafiyya, Hanabilah dan Malikiyyah, yang lebih berhak 
adalah saudara perempuan ibu karena haknya dari pihak perempuan. Kemudian 
baru saudara perempuan dari ayah. Ulama Syafi’iyyah sendiri dalam pendapat 
yang ashah mengedepankan saudara perempuan ayah daripada saudara 
perempuan dari ibu. Alasannya, karena sama-sama satu nasab dan bagian 
warisnya kuat sehingga terkadang bisa mendapatkan ashabah warisan.  
d) Urutan selanjutnya menurut ulama Hanafiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah 
adalah bibi dari ibu (bibinya anak yang dipelihara). Kemudian menurut 
Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah urutan selanjutnya adalah bibi dari ibu 
dan bibi dari ayah. Namun, ulama Syafi’iyah lebih mengedepankan bibi dari 
ayah daripada bibi dari ibu. Ulama Malikiyyah sendiri lebih mengedepankan 
bibi kemudian nenek dari ayah daripada saudara perempuan. 
e) Urutan selanjutnya menurut Hanafiyyah dan Syafi’iyyah adalah putri-putri dari 
saudara perempuan kemudian putri-putri dari saudara laki-laki. Menurut mereka, 
pendapat yang sahih adalah bahwa bibi dari ibu lebih didahulukan daripada 
putri-putri saudara perempuan maupun laki-laki. Karena putri saudara lelaki 
menunjukkan kekerabatan dari lelaki sedangkan bibi menunjukkan kekerabatan 
dari ibu, sehingga lebih didahulukan. Akan tetapi putri saudara lelaki lebih 
didahulukan daripada bibi dari ayah, karena putri saudara lelaki lebih dekat 
dengan anak yang dipelihara karena ia anaknya ayah, sedangkan bibi dari jalur 
ayah itu anaknya kakek. Demikian juga dalam masalah waris. Anak saudara 
lebih didahulukan daripada paman. Akan tetapi, menurut Malikiyyah dan 
Hanabilah, bibi dari ayah lebih didahulukan daripada putri saudara lelaki. 
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f) Urutan selanjutnya, para Ulama sepakat bahwa bibi dari jalur ayah sebagai orang 
yang berhak memelihara anak. kemudian bibi ayahnya, yaitu saudara kakek.7 
No. 
Yang 
berhak 
melakukan 
hak asuh 
anak 
Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi’ih Imam Hambali 
1  ibu ibu ibu ibu 
2  
kepada ibunya 
ibu 
ibunya ibu dan 
seterusnya ke 
atas 
Ibunya ibu ibunya ibu 
3  ayah 
saudara 
perempuan ibu 
sekandung 
ayah 
ibu dari ibunya 
ibu 
4  
ibunya ayah 
 
saudara 
perempuan ibu 
seibu, 
ibunya ayah ayah 
5  
saudara-
saudara 
perempuan 
saudara 
perempuan 
ibu dari ibunya 
ayah dan 
seterusnya 
ibu-ibunya 
                                                             
7Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Waadillatuhu (Jakarta: gema insani press, 2011),h.62-63. 
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kandung hingga ke atas 
6  
saudara-
saudara 
perempuan 
seibu 
nenek 
perempuan 
dari pihak ibu 
kerabat-kerabat 
dari pihak ibu 
kakek 
7  
saudara-
saudara 
perempuan 
seayah 
saudara 
perempuan 
kakek dari 
pihak ibu 
kerabat-kerabat 
dari pihak ayah 
ibu dari kakek 
8  
anak 
perempuan 
saudara 
perempuan 
kandung 
saudara 
perempuan 
kakek dari 
pihak ayah 
 
saudara 
perempuan 
sekandung 
9  
anak 
perempuan 
saudara seibu 
ibu ibunya 
ayah 
 
saudara 
perempuan 
seibu 
10  
dan demikian 
seterusnya 
hingga pada 
bibi dari pihak 
ibu bapaknya 
ayah dan 
seterusnya 
 
Saudara 
perempuan 
seayah 
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ibu dan ayah 
11     
saudara 
perempuan 
ayah 
sekandung, 
seibu dan 
seterusnya 
 
2. Masa Hadhana 
Para Ulama Mazhab  memiliki perbedaan pendapat tentang masa asuhan bagi 
seorang anak. 
1. Imam Hanafi berpendapat: masa asuhan adalah tujuh tahun untuk laki-laki dan 
sembilan tahun untuk perempuan. 
2. Imam Maliki berpendapat : masa asuh anak laki-laki adalah sejak dilahirkan 
hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah. 
3. Imam Syafi’i berpendapat : tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap 
tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan sendiri pilihannya apakah 
tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Kalau si anak sudah sampai pada tingkat 
ini, dia disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu ataukah dengan ayahnya. 
Kalau seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh 
tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya disiang harinya. 
Agar si ayah bisa mendidiknya. Sedangkan bila anak itu perempuan dan memilih 
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tinggal bersama ibunya, maka boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. 
Tetapi bila si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka dilakukan 
undian, bila si anak diam (tidak memberikan pilihan) dia ikut bersama ibunya. 
4. Imam Hambali berpendapat : masa asuh anak laki-laki dan perempuan adalah 
tujuh tahun, dan sesudah itu si anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu 
atau ayaahnya, lalu si anak tinggal bersama orang yang dipilihnya itu.8 
No 
Masa hak 
asuh anak 
Imam 
Hanafi 
Imam 
Maliki 
Imam 
Syafi’i 
Imam Hambali 
1 Laki-laki 7 tahun baligh 
Tidak ada 
batasan 
umur 
7 tahun 
2 perempuan 9 tahun menikah 
Tidak ada 
batasan 
umur 
8 tahun 
 
3. Syarat Asuhan 
Para Ulama Mazhab sepakat bahwa, dalam asuhan seperti itu disyaratkan 
bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku 
maksiat, bukan penari dan bukan peminum khamr, serta tidak mengabaikan anak yang 
diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara 
dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat-syarat ini berlaku 
pula bagi pengasuh laki-laki. 
                                                             
8Muhammad Jawad Mughniyah,  Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 2009), hal. 417-418 
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Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang, apakah islam merupakan syarat 
dalam asuhan. 
Imamiyah dan Syafi’i: seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang 
beragama islam. Sedangkan Mazhab-Mazhab lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya 
saja Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa, kemurtadan wanita atau laki-laki yang 
mengasuh, menggugurkan hak asuhannya. 
Ulama Syafi’iyah mensyaratkan Islam sebagai syarat bagi pengasuh atas anak 
Islam. Dalam Kitab “Raudlatut Tholibin Wa Umdatul Muftin” karya Yahya bin Syarf 
An-Nawawi disebutkan bahwa “maka tidak berhak hak asuh (hadanah) bagi orang 
kafir atas anak muslim.” 
Hambali : pengasuh harus bebas dari penyakit lepra dan belang dan yang 
penting, dia tidak membahayakan si anak. 
Ulama Hanabilah juga mensyaratkan Islam sebagai syarat mutlak bagi 
pemegang hak asuh atas anak muslim. Dikarenakan barangkali mengakibatkan fitnah 
atas agama anak tersebut. Dalam kitab “Iqna’ fi Fiqh Al-Iman Ahmad bin Hanbal” Juz 
II karya Imam Musa Al-Hijawi disebutkan: 
“Maka tidak berhak hak asuh (hadanah) bagi orang kafir atas anak muslim 
karena tidak ada wilayah bagi orang kafir atas anak muslim dan karena 
dimungkinkan mengakibatkan fitnah atas agama anak”9 
 
Sedangkan Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan Islam bagi pemegang hak 
asuh (hadanah) bagi anak muslim.dalam kitab “Al-Ikhtiyar li Ta’lil Al Mukhtar” juz IV 
dalam “Fasl fil Hadanah” karya Mahmud bin Mawdud Al-Musilli disebutkan: 
“Kafir dzimmi lebih berhak atas anaknya muslim selama tidak ditakutkan 
kekafiran anaknya.”10 
                                                             
9Musa Al-Hijawi, Iqna “ fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz II (Beirut: Darul 
Ma’rifah,t.t),h.202 
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Akan tetapi dalam hal ini Imam Hanafi mensyaratkan bahwa yang 
dimaksudkan bukanlah kafir karena murtad. Dalam kitab “Ad Durr Al Mukhtar” alam 
bab “Hadanah” juz 3 karya Ibnu Abidin Al-Hanafi disebutkan : 
“(Hadanah tetap untuk ibu) yang senasab (meskipun) ibu itu kafir kitabi atau 
majusi (setelah pisah kecuali ibu murtad)”11 
 
Adapun menurut Ulama Malikiyah juga tidak mensyaratkan Islam bagi 
pemegang hak asuh atas anak muslim. Dalam kitab “Syar Al-Kabir “ juz II karya Abu 
Barakat Ahmad Ad menyebutkan: 
“Tidak disyaratkan Islam untuk seorang pengasuh baik laki-laki maupun 
perempuan”12 
 
Akan tetapi, Ulama Malikiyah berpendapat jika dikhawatirkan kerusakan pada 
anak yang diasuh, hak asuh anak tidak lantas pindah bagi pemegang hak asuh yang 
Islam akan tetapi hak asuh itu tetap pada ibu yang murtad tadi selama dalam proses 
pengasuhannya berada dalam lingkungan Islam. Disebutkan juga dalam Kitab “Syarh 
Al-Kabir” juz II karya Abu Barakat Ahmad Ad Dardir: 
“Harus tinggal (bersama orang muslim) jika dikhawatirkan kerusakan pada 
anak tersebut seperti makan daging babidan khamr, supaya orang-orang muslim tadi 
mengawasi orang yang mengasuh anak tersebut dan tidak boleh mengambil anak 
tersebut dari pengasuh.dan tidak disyaratkan lingkungan mayoritas muslim, akan 
tetapi, satu orang muslim sudah cukup.”13 
 
Pada dasarnya, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berkaitan dengan 
persoalan kasih sayang , dan kasih sayang berbeda dengan perbedaan agama. 
Hanafiyyah berpendapat bahwa anak tersebut ikut pada orang yang bukan Islam 
                                                                                                                                                                       
10Imam ‘Abd Allah b. Muhamud al-Minshawi. Al-Ikhtiyar li Ta’lil Al Mukhtar(Mesir: Dar al-
Hadits) h. 
11Ibnu Abidin, Ad Durr Al-Mukhtar juz III(Kairoh : Mustofah Al Bab Al-Halaby,1996),h.20. 
12Abu Barakat Ahmad Ad. Syarh Al-Kabir juz II (Beirut: Dar Al kutub Al-Alamiyah, 1992),h. 
504 
13Abu Barakat Ahmad Ad, Syarh Al-Kabir” Juz III (Beirut: Dar Al Kutub Al-
Alamiyah,1992),h.529.  
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sampai anak tersebut mampu untuk memikirkan masalah agama, yaitu pada usia 7 
tahun. atau jika memang agama si anak terancam karena bersama haadhinah non 
muslim, yaitu jika haadhinah mulai menanamkan pendidikan agama yang ia peluk 
kepada anak. atau mengajak si anak ke tempat peribadatannya, atau mengajarkan anak 
untuk meminum minuman keras dan makan daging babi. Aturan ini diterapkan di 
negara Mesir.14 
Malikiyyah berpendapat bahwa anak tersebut tinggal bersamanya sampai masa 
hadanah selesai menurut syariat, namun wanita non-muslim yang memeliharanya tidak 
boleh menghidangkan minuman keras dan daging babi pada anak tersebut. Dan jika 
khawatir terjadi penyelewengan maka pihak keluarga boleh memberikan hak untuk 
mengawasi kepada sesama muslim agar menjaga anak tersebut. 
Seterusnya Mazhab empat berpendapat bahwa, apabila ibu si anak dicerai 
suaminya, lalu dia kawin lagi dengan laki-laki lain, maka hak asuhannya menjadi 
gugur. Akan tetapi bila laki-laki tersebut memiliki kasih sayang pada si anak, maka 
hak asuhan ibu tetap ada. 
Hanafi, Syafi’i dan Hambali berpendapat: apabila ibu si anak bercerai pula 
dengan suaminya yang kedua, maka larangan baggi haknya untuk mengasuh dicabut 
kembali, dan hak itu dikembalikan sesudah sebelumnya menjadi gugur karena 
perkawinannya dengan laki-laki yang kedua itu. Sedangkan Maliki mengatakan 
bahwa, haknya tersebut tidak bisa kembali dengan adanya perceraian itu.15 
NO Syarat Imam Hanafi Imam Maliky Imam Syafi’i Imam Hambali 
                                                             
14Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Waadillatuhu (Jakarta: gema insani press, 2011),h.68.  
15Muhammad Jawad Mughniyah,  Fiqih Lima Mazhab.h.416-417.  
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Asuhan 
1  
Boleh selain 
Islam 
(kecuali 
karena 
Murtad) 
Boleh bukan 
islam ( tapi 
harus tinggal 
bersama 
muslim) 
Islam Islam 
2  
Tidak 
menikah 
setelah cerai 
dari bapak 
anak yang di 
asuh 
Tidak 
menikah 
setelah cerai 
dari bapak 
anak yang di 
asuh 
Tidak menikah 
setelah cerai 
dari bapak 
anak yang di 
asuh 
Tidak menikah 
setelah cerai 
dari bapak 
anak yang di 
asuh 
3     
bebas dari 
penyakit lepra 
dan belang dan 
yang penting, 
dia tidak 
membahayakan 
si anak. 
 
4. Upah Mengasuh 
Syafi’i dan Hambali: wanita yang mengasuh berhak atas upah bagi pengasuhan 
yang diberikannya, baik dari berstatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu. 
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Syafi’i menegaskan bahwa, manakala anak yang diasuh itu memiliki harta sendiri, 
maka upah tersebut diambilkan dari hartanya, sedang bila tidak, upah itu merupakan 
tanggung jawab ayahnya atau orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada si 
anak. 
Maliki : wanita pengasuh tidak berhak atas upah bagi pengasuhan yang 
diberkannya. 
Hanafi : pengasuh wajib memperoleh upah manakala sudah tidak ada lagi 
ikatan perkawianan antara ibu dan bapak si anak, dan tidak pula dalam masa iddah 
dalam talak raj’i. Demikian pula halnya bila ibunya berada dalam keadaan iddah dari 
talak ba’in atau fask nikah yang masih berhak atas nafkah dari ayah si anak. Upah bagi 
orang yang mengasu wajib diambilkan dari harta si anak apabila dia memiliki harta, 
dan bila tidak, upah itu menjadi tanggungan orang yang berkewajiban memberi nafkah 
kepadanya. 16 
NO 
Upah 
Mengasuh 
Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi’i Imam Hambali 
  
Berhak atas 
upah 
mengasuh  
Tidak berhak 
mendapatkan 
upah 
Berhak atas 
upah 
mengasuh 
Berhak atas 
upah 
mengasuh 
 
 
 
                                                             
16
 Muhammad Jawad Mughniyah,  Fiqih Lima Mazhab.h.418-419. 
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5. Bepergian Jauh Dengan Anak 
Apabila seorang ibu menangani sendiri pengasuhan anaknya, dan ayah si anak 
ingin membawa anaknya untuk menetap di daerah lain, maka Hanafi berpendapat 
bahwa ayah tersebut tidak berhak atas hal itu. 
Syafi’i, Maliki dan Hambali berpendapat : ayah si anak berhak atas itu. 
Akan tetapi bila si ibu yang ingin melakukan itu, maka Hanafi mengatakan 
bahwa, dia boleh melakukan hal itu dengan dua syarat: pindah ke daerahnya sendiri 
dan akad nikahnya (dulu) dilangsungkan di daerah tempat dia akan menetap tersebut. 
Kalau salah satu diantara kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, wanita tersebut diarang 
membawa anak yang diasuhnya itu, kecuali bila dia hanya bepergian menuju satu 
tempat yang jauhnya bisa ditempuh pulang pergi sebelum malam tiba. 
Syafi’i, Maliki, dan Imam Ahmad bin Hambal dalam salah satu diantara dua 
riwayat yang disampaikannya, berpendapat: ayah lebih berhak atas anaknya dibanding 
ibu, baik dia yang bepergian atau ibunya. 17 
Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa hak seseorang untuk mengasuh anak 
menjadi gugur jika ia pergi ketempat yang membahayakan atau pergi dengan niat 
untuk pindah, baik jaraknya jauh maupun dekat. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa 
hak mengasuh anak dianggap gugur jika orang yang mengurus itu bepergian jauh 
dengan menempuh jarak yang membolehkan shalat qashar.18 
No 
Bepergian 
Jauh dengan 
Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi’i Imam Hambali 
                                                             
17 Ibid.,h.419. 
18Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Waadillatuhu,h.70. 
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Anak 
1 Ibu 
Berhak 
(syarat: 
pindah ke 
daerahnya 
sendiri atau 
tempatakad 
nikanya dulu) 
Berhak Berhak Berhak 
2 Ayah Tidak Berhak Berhak Berhak Berhak 
 
6. Memberikan Susuan Atau Asuhan Dengan Sukarela 
Perbedaan antara asuhan dan susuan adalah bahwa asuhan merupakan 
pendidikan dan pemeliharaan anak, sedangkan susuan adalah pemberian makanan. 
Berdasar hal ini, maka seorang ibu boleh menggugurkan haknya untuk menyusui dan 
tetap mempertahankan haknya untuk mengasuh. 
Hanafi berpendapat : kalau ada seorang wanita yang berbuat baik dengan 
memberikan susuan kepada seorang anak dengan Cuma-Cuma, sedang ibu si anak 
menolak memberikan susuan kecuali dengan upah, maka wanita yang berbuat baik 
dengan memberikan susuan Cuma-Cuma itulah yang didahulukan ketimbang ibu si 
anak sendiri, dan dengan demikian gugurlah hak ibu si anak tersebut dalam menyususi 
anaknya. Tetapi haknya dalam hal mengasuh tetap seperti semula, yang dengan 
demikian si anak berada dalam perlindungannya. Dia boleh membawa anak ke tempat 
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wanita yang menyususi itu untuk memperoleh susuan, atau wanita itu datang 
ketempatnya untuk memberikan susuan. 
Demikian pula pendapat para Ulama Mazhab yang tidak mewajibkan adanya 
upah bagi orang yang mengasuh, sebab dalam hal ini tidak ada masalah untuk 
perbuatan baik serupa itu, sepanjang dinyatakan bahwa pengasuh tidak berhak atas 
upah. 
Akan halnya Hanafi yang mewajibkan upah atas orang mengasuh, maka 
mereka berpendapat bahwa, apabila seorang ibu menolak mengasuh anaknya tanpa 
upah dan terdapat seorang wanita yang bersedia mengasuh anaknya secara Cuma-
Cuma, maka si ibu didahulukan atas wanita tersebut manakala upahnya ditanggung 
oleh ayah si anak, atau wanita yang ingin menjadi sukarelawan itu adalah orang lain 
(bukan keluarga) dan bukan kerabat dari anak yang diasuh. Tetapi bila wanita yang 
bersedia mengasuh dengan sukarela itu adalah kerabat dekat anak yang diasuh, dan si 
ayah adalah orang yang tidak mampu,atau diambilkan dari harta si anak , maka wanita 
yang memberikan asuhan secara sukarela itu didahulukan atas ibu. Sebab, dalam kasus 
seperti ini, upah tersebut dibebankan pada harta si anak, sementara orang yang 
bersedia memberikan asuhan Cuma-Cuma itubisa melakukannya tanpa upah. Itulah 
sebabnya, maka wanita yang bersedia memberikan asuhan secara sukarela 
didahulukan atas ibunya, demi kemaslahatan si anak tersebut.19 
No 
Memberikan 
Susuan atau 
Asuahan 
Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi’i 
Imam 
Hambali 
                                                             
19 Ibid., hal. 419-420  
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Sukarela 
 
Ibu dengan 
Upah 
Ibu lebih 
berhak 
apabila ayah 
dari anak 
asuh mampu 
membayar 
upah 
  
 
 
Pengasuh 
Sukarela 
Pengasuh 
sukarela lebih 
berhak 
apabila ayah 
anak tidak 
mampu 
membayar 
upah dan ia 
merupakan 
keluarga 
dekat 
  
 
 
7. Melepas Asuhan 
Apakah asuhan itu merupakan hak khusus bagi pengasuh yang bisa gugur 
dengan adanya sebab yang menggugurkannya, sehingga si pengasuh boleh saja 
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melepaskan haknya, sebagaimana yang ada pada syufia misalnya, atau asuhan itu 
merupakan hak bagi anak yang harus dipenuhi oleh orang yang mengasuhnya, dan 
orang itu tidak punya hak untuk menggugurkannya , sebagaimana ketidakmungkinan 
seorang ibu menggugurkan hak keibuannya dari seorang anak? 
Syafi’i dan Hambali : hak ibu untuk melepaskan hak itu kapan saja dia mau, 
dan bila dia menolak dia tidak boleh dipaksa. Tentang hal ini ada riwayat dari Imam 
Malik, yang berdasar itu penyususn kitab Al-Masalik berargumen bahwa para ulama 
tidak memiliki kesepakatan untuk memaksakan si pengasuh untuk mengasuh 
asuhannya. Syara’ pun tidak menetapkan hal itu, bahkan pengertian lahiriah yang 
diberikannya menunjukkan bahwa asuahan itu sama denagn susuan, yang berdasar itu 
seorang ibu boleh saja mengugurkan haknya itu kapan saja dia mau. 
Sejalan dengan itu, maka bila seorang ibu mengajukan khulu’ terhadap 
suaminya dengan memberikan hak mengasuh kepada suaminya atau si suami 
mensyaratkan bahwa setelah berakhirnya masa asuhan si ibu, si anak tetap ikut si ibu, 
maka khulu’ itu sah. Tidak ada seorangpun diantara keduanya yang boleh 
membatalkannya, sesudah perjanjian itu ditetapkan, kecuali dengan kerelaan kedua 
belah pihak. Demikian pula halnya bila mereka berdua berdamai memberikan haknya 
kepada orang lain, si ibu memberikan hak asuhnya kepada bapak,  atau sebaliknya si 
bapak memberikan hak asuhnya kepada si ibu. Maka persetujuan bersama tersebut 
bersifat mengikat dan wajib diberlakukan.20 
 
                                                             
20 Ibid., hal. 420-421  
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No 
Melepas 
Asuhan 
Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi’i Imam Hambali 
  
Boleh 
melepaskan 
hak asuh 
Boleh 
melepaskan 
hak asuh 
Boleh 
melepaskan 
hak asuh 
Boleh 
melepaskan 
hak asuh 
 
B. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Hak Asuh Anak 
1. Pendapat M.Quraish Shihab 
Pada hakikatnya, setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari 
kedua orang tuanya. Ia berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Kedua orang tua 
adalah orang yang berhak dan berkewajiban melakukan hak asuh terhadap anaknya.  
Penyusuan dan masa kandung adalah dua tahun atau 30 bulan. Jadi apabila 
masa kandung adalah 9 bulan, maka masa susuannya adalah 21 bulan, ini adalah bagi 
orang yang ingin menyempurnakan susuannya. Allah swt. secara tegas memberi 
tuntunan ini, menurut pakar-pakar disebabkan karena air susu ibu tidak ada yang bisa 
menggantikannya. Allah swt. telah menetapkan bahwa air susu setiap species adalah 
yang paling sesuai dengan anak yang dilahirkan. Bahkan, air susu disesuaikan hasilnya 
dengan pertumbuhan anak yang lahir. Seperti, anak yang lahir prematur, air susu 
ibunya cocok untuk anaknya yang prematur. Setelah anak tumbuh, air susu ibunya 
cocok untuk pertumbuhan sang anak, termasuk juga dengan kuantitasnya.  
Pada saat terjadi perceraian, maka ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban 
untuk memelihara sang anak. dalam pemeliharaannya, tentu saja ibu yang menyusukan 
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memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya tersedia. Atas 
dasar itu, lanjutan ayat menyatakan, merupakan kewajiban atas yang dilahirkan 
untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu dari 
anak-anak yang disusukan itu telah diceraikan secara ba’in, bukan raj’iy. Adapun jika 
ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara raj’iy, maka kewajiban 
memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar suami istri, sehingga bila 
mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya 
selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar. 
Mengapa kewajiban ayah? Karena anak itu membawa nama ayah, seakan-
akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh anak, yakni 
dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya 
dilaksanakan dengan cara yang ma’ruf, yakni yang dijelaskan maknanya dengan 
penggalan ayat berikut ini, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, 
yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam 
pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu 
kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu 
diatas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang diasuhnya. 
Dengan tuntutan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan 
fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap 
diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia, karena para waris pun 
berkewajiban demikian,  yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar 
ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu, dengan baik. Adapun 
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yang dimaksud dengan para waris adalah yang mewarisi sang ayah, yakni anak yang 
disusukan. Dalam arti, warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya ang meninggal 
digunakan antara ain untuk biaya penyusuan bahkan makan dan minum ibu yang 
menusuinya. Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan para waris 
adalah para ibu yang menyususi itu. Betapapun, ayat ini memberikan jaminan hukum 
untuk kelangsungan hidup dan pemeiharaan anak. 
Apabila keduanya, yakni ibu dan ayah anak itu, ingin menyapih sebelum dua 
tahun dengan kerelaan keduanya, bukan akibat paksaan dari siapapun , dan dengan 
permusyawaratan, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan dengan 
yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan 
dua tahun itu. 
Dari sini dipahami adanya tingkat penyususan; pertama, tingkat sempurna, 
yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan; kedua, masa cukup, 
yaitu yang kurang dari masa sempurna; dan tingkat ketiga, masa yang kurang cukup 
atau enggan berkata “kurang”, dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu enggan 
menyusui anaknya. Karena itu, bagi yang tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan 
alasan yang dapat dibenarkan- misalnya karena sakit- maupun alasan yang dapat 
menimbulkan kecaman –misalnya karena ibu meminta bayaran yang tidak wajar- 
maka ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya. Inilah yang 
dipesankan olehlanjutan ayat diatas dengan pesannya, jika kamu wahai para ayah, 
ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain, dan ibunya tidak bersedia menyusuinya, 
maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran kepada wanita 
lain itu berupa upah atau hadiah menurut yang patut. 
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Firman-Nya: tidak ada dosa bagi kamu yakni bagi ayah, memberi kesan 
bahwa boleh jadi ibu yang enggan menyususkan memikul dosa, karena ketika itu air 
susu yang dimilikinya akan mubadzir, dan kasi sayang kepada anak yang tidak 
dimiliki sepenuhnya kecuali oleh ibu, tidak difungsikan.21 
2. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili  
a. Arti Hadhanah, Hukum, dan Pemilik Hak Atas Hadanah 
Hadhanah diambil dari kata al-hidhnuh yang artinya samping atau merengkuh 
ke samping. Adapun secara syara’ hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang 
yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga 
orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz 
seperti anak-anak, orang dewasa tapi gila. Pemeliharaan disini mencakup urusan 
makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan 
sejenisnya. 
Hadanah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Namun 
demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatinya karena kaum 
hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Jika si anak 
sudah mencapai usia tertentu maka hak pemeliharaannya dilimpahkan kepada leleaki 
karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak daripada wanita. 
Hukum hadhanah: hadhanah hukumnya wajib karena anak yang tidak 
dipelihara terancam keselamatannya. Karena itu, hadanah hukumnya wajib 
sebagaimana wajibnya memberi nafkah kepadanya.  
                                                             
21M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Penerbit Lentera Hati,2004).h.503-506. 
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Hadanah membutuhkan sifat yang arif, perhatian yang penuh, dan kesabaran, 
sehingga seorang makruh memanggil anaknya ketika dalam hadanah, sebagaimana 
makruhnya mengutuk diri sendiri, pembantu, dan hartanya. 
Adapun menurut Ulama yang ahli dibidangnya, hadhanah itu berkaitan dengan 
tiga hak secara bersamaan, yaitu hak orang yang memelihara, hak orang yang 
dipelihara, dan hak ayah atau orang yang bertindak selaku wakilnya. Jika ketiganya 
mampu digabungkan maka wajib dilakukan. Namun jika bertentangan maka yang 
didahulukan adalah hak orang yang dipelihara. Dari perkara ini muncul tiga hukum 
berikut. 
1) Orang yang berhak memelihara harus dipaksa memelihara jika memang 
hukumnya wajib baginya, yaitu jika tidak ada orang lain.  
2) Orang yang berhak memelihara tidak dipaksa memelihara jika memang 
hukumnya tidak wajib baginya, yaitu jika ada orang lain yang berhak 
selain dia. Si kecil juga tidak perlu dikhawatirkan karena ada orang lain 
yang menjaganya.  
3) Jika seorang istri meminta khulu’ dari suaminya dengan syarat anaknya 
tinggal dipelihara suami maka khulu’nya sah menurut Hanafiyah. 
Namun, syaratnya batal karena pemeliharaan anak itu haknya si anak 
untuk selalu bersama ibunya selama ia masih membutuhkan. 
4) Tidak sah seorang anak mengambil anaknya dari orang yang berhak 
mengurus hadanah si anak untuk kemudian diberikan kepada orang 
lain, kecuali jika diperbolehkan oleh syara’. 
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5) Jika wanita yang menyusuinya itu bukan orang yang berhak 
memelihara anak, maka ketika menyusui anak, wanita itu harus berada 
didekat orang yang berhak memelihara anak tersebut, sehingga haknya 
memelihara tidak terabaikan. 
b. Urutan Tingkatan Orang yang Berhak Melakukan Hadanah 
Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu diantara orang-orang 
yang berhak mengurus hadanah anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih 
mengedepankan kaum wanita untuk mengurus hadanah anak, karena mereka lebih 
lembut, kasih sayang dan sabar dalam mendidik. Kemudian dari mereka dipilih 
salah satu yang paling dekat dengan anak yang akan dipelihara. Setelah itu baru 
memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki. Dalam hal ini, 
para ulama terkadang berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat 
sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan. Orang-orang yang berhak 
melakukan hadanah itu terkadang kaum perempuan saja, terkadang juga anya 
untuk kaum lelaki saja, dan kadang juga untuk kedua-duanya bergantung pada 
usia anak yang dipelihara. Dan pada usia tertentu kaum lelaki lebih mampu dalam 
memelihara anak daripada kaum wanita.  
Kesimpulan Wahbah Az-Zuhaili tentang urutan yang berhak memelihara 
anak dari kaum perempuan menurut para Ulama adalah: 
a. Hanafiyyah : ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, 
bibi dari jalur ibu, putri-putri dari saudara perempuan, putri-putri dari 
saudara laki-laki, bibi dari jalur ayah, kemudian ashabah sesuai urutan 
warisan. 
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b. Malikiyyah : ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur 
ayah keatas, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah, dan putri dari 
saudara. Kemudian orang yang mendapat wasiat untuk memelihara dan 
bagian ashabah yang akan dijelaskan. 
c. Syafi’iyyah : ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara 
perempuan, bibi dari ibu, kemudian putri-putri saudara lelaki, putri-putri 
saudara perempuan, kemudian bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang 
termasuk mahram dan berhak menerima warisan sebagai ashabah sesuai 
urutan waris. Pendapat ini sama seperti pendapat Ulama Hanafiyyah. 
d. Hanabilah : ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan 
ibunya kakek, kemudian saudara perempuan dari saudara kedua orang tua, 
saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur 
kedua orang tua, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, 
bibinya ayah, kemudian putrinya saudara laki-laki, putrinya paman ayah, 
kemudian sisa kerabat yang paling dekat.  22 
 
Undang-undang Syriah pasal 139 ayat 1 berisi sama dengan pendapat 
Hanafiyyah: 
1. Hak hadanah adalah milik ibu, nenek dari jalur ibu sampai ke atas. 
Kemudian nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara kandung 
perempuan, saudara perempuannya ibu, saudara perempuannya ayah, 
anak kandung perempuan, anak perempuannya bibi dari jalur ibu, anak 
perempuannya bibi dari jalur ayah, kemudian bibi dari jalur ibu, dan 
bibi dari jalur ayah. Kemudian bagian waris dari lelaki sesuai dengan 
hak warisan. 
 
                                                             
22Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Waadillatuhu (Jakarta: gema insani press, 2011),h.63. 
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Urutan yang berhak melakukan hadanah dari jalur laki-laki  
Jika anak yang hendak dipelihara tidak memiliki kerabat wanita yang 
berhak memeliharanya seperti dalm urutan diatas, hak mengasuh dan memelihara 
dilimpahkan kepada kerabat laki-laki terdekat sesuai urutan bagian warisnya 
mahram, yaitu ayah, kakek sampai ke atas, kemudian saudara dan anak-anaknya 
sampai kebawah. Kemudian para paman dan anak-anaknya menurut Hanafiyyah 
dan menurut pendapat yang sahih mazhab Syfi’iyyah.  
Akan tetapi, tidak menyerahkan putri yang cantik kepada yang bukan 
mahram seperti anak paman misalnya, karena ia tidak berhak untuk memelihara 
putri yang cantik menurut kesepakatan para ulama karena menjaga agar tidak 
menjadi fitnah, namun ia boleh memelihara bayi. 
Kemudian jika si anak tidak memiliki kerabat laki-laki, maka menurut 
mazhab Hanafiyyah, hak untuk memeliharanya dilimpahkan kepada kerabat lain 
yang masih ada hubungan keluarga seperti paman dari jalur ibu, anak paman dari 
jalur ibu, pamannya ibu, dan paman kandung. Alasannya karena mereka 
mempunyai hak untuk menikahkan sehingga mereka juga berhak untuk 
memelihara. Akan tetapi undang-undang syria tidak mengambil pendapat ini dan 
hanya mengambil jalur ptalian keluarga tanpa menyebutkan hubungan nasab. 
Menurut Hanafiyyah, jika ada dua orang dalam 1 tingkat kekerabatan, 
seperti dua paman misalnya, maka yang didahulukan adalah yang lebih wara’, 
kemudian yang lebih tua tapi tidak fasik atau dungu, dan tidak memberikan hak 
bagi anak paman yang tidak amanah utnuk memelihara putri yang cantik. 
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Ualama Malikiyyah berpendapat bahwa jika anak yang akan dipelihara 
sudah tidak memiliki keluarga perempuan seperti yang disebutkan diatas, maka 
hak mengasuh dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengasuh 
anak tersebut. Baru kemudian kepada saudara kandung laki-laki, baik dari jalur 
ibu maupun ayah. Kemudian kepada kakek dari jalur ayah kemudian kerabat yang 
terdekat. Setelah itu kepada anak dari saudara laki-laki yang akan dipelihara, 
kemudian keapada paman dan anaknya. Hak memelihara tidak diberikan kepada 
kakek atau paman dari jalur ibu. Kemudian hak memelihara itu diberikan kepada 
maula a’la, yaitu orang yang memerdekakan anak yang dipelihara, kemudian 
kepada keluarga para nasabnya, kemudian kepada para mawali, dan kepada maula 
asfal, yaitu orang yang dimerdekakan oleh ayah dari anak yang akan dipelihara. 
Jika terdapat dua orang yang berhak mengasuh dan kebetulan satu tingkat 
kekerabatannya, seperti dua orang saaudara perempuan, duaorang bibi dari ibu, 
dan dua orang bibi dari ayah, maka yang didahulukan adalah yang akhlaknya 
paling baik dan paling penyayang. Namun jika keduanya sama dalam hal itu, 
maka yang didahulukan adalah orang yang lebih tua diantara keduanya. 
Ulama Syafi’iyyah berpendapat, jika ada dua orang yang satu tingkat 
dalam kekerabatan dan kedekatan, seperti dua orang saudara lelaki atau 
perempuan, dan sua bibi dari ayah dan bibi dari ibu, maka cara pemilihannya 
adalah dengan mengundi karena tidak mungkin memilih keduanya untuk menjadi 
pengasuh atau pemelihara anak secara bersamaan. Dan juga tidak ada 
keistimewaan dari saalah satu dari keduanya, jadi pemilihannya harus dengan 
pengundian. 
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Menurut pendapat yang ashah, jika tidak ada ahli waris dan keluarga 
wanita yang berhak memelihara anak, dan yang ada hanya keluarga laki-laki, 
seperti paman dan kakek, maka mereka tidak berhak untuk mengurus anak 
tersebut, karena tidak ada ikatan waris dan mahram, atau juga karena lemahnya 
kekerabatan. Jadi, kerabat dari laki-laki yang tidak berhak mendapat warisan tidak 
ada hak untuk memelihara anak, seperti anaknya putri, anaknya saudara 
perempuan , anaknya saudara laki-laki dari ibu dan anaknya ibu, paman dari jalur 
ibu, dan paman dari jalur ayah. Mereka semua tidak berhak memelihara anak 
karena hubungan kekeluargaannya lemah. 
Pendapat ulama Hanabilah cenderung sama seperti pendapat ulama 
Hanafiyyah, yaitu jika si anak tidak memiliki ahli waris, maka hak memeliharanya 
akan dilimpahkan kepada sanak kerabat dari jalur laki-laki dan permpuan beserta 
anak-anak mereka.kemudian kepada saudara laki-laki dari ibu, paman, kemudian 
hakim memilih atau menyerahkan anak yang akan dipelihara kepada orang yang 
ia pilih dan percaya. 
1. Banyaknya orang yang berhak mengurus hadanah 
Semua ulama empat mazhab sepakat jika ada banyak  kerabat satu tingkat 
yang berhak mengurus hadanah, seperti banyaknya saudara atau paman, maka 
yang didahulukan adalah yang dinilai paling mampu mengurus hadanah. Jika 
kemampuannya sama, maka yang dipilih yang lebih tua diantara mereka. Pasal 
140 undang-undang syria menegaskan, “ jika terdapat banyak kerabat yang berhak 
mengurus hadanah anak, maka pihak pengadilan berhak memilih salah satu dari 
mereka yang lebih baik”. 
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2. Tugas oarang yang memelihara dan ayah 
Tugas seorang ayah adalah menjaga, mendidik, mengajar, dan 
memberikan keterampilan kepada anak. adapun bagi wanita maka tidak disewa 
untuk bekerja dan membantu karena orang yang menyewa akan punya banyak 
waktu untuk berduaan dengannya dan itu dilarang dalam agama. 
Adapun haadhinah (wanita yang memelihara anak) baik itu ibu kandung 
maupun wanita lain, tugasnya adalah mengurus semua kebutuhan anak yang 
dipeliharanya, baik nafkah, pakaian, atau kebutuhan lainnya yang diambil dari 
ayahnyasecara erkala, baik harian, mingguan, maupun bulanan. Semua kebutuhan 
itu berdasarkan ketentuan dari hakim yang sekaligus dapat melihat kondisi ayah 
dari anak tersebut. Seorang ayah tidak boleh berkata kepada wanita yang 
mengasuh anaknya dengan kata-kata misalnya seperti “bawa kesini anakku agar 
ada disini. Setelah itu baru boleh dibawa lagi. “ ucapan seperti ini tidak dapat 
dilontarkan karena dapat membahayakan si bayi, dan perawat tidak perlu 
memenuhi permintaannya. 
c. Syarat Hak-Hak Hadanah atau Syarat Hahdhuun dan Haadhina 
1. Syarat-Syarat Mahdhun 
Madhuun adala orang yang tidak mampu menjaga dirinya sendiri dari 
sesuatu yang membahayakan karena memang belum mumayyiz sepeti bayi, orang 
dewasa tapi gila. Jika seorang anak telag baligh, maka ia boleh memilih untuk 
hidep dengan orang tuanya atau hidupsendiri. Jika anak itu adalah seorang laki-
laki, maka ia boleh memilih untuk hidup sendiri, tapi jika anak perempuan, maka 
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ia tidak boleh memisahkan diri dari kedua orang tuanya dan orang tuanya 
memiliki hak untuk melarangnya. Hal ini dikarenakan, dalam usia yang baru balig 
sangat rentang bagi anak perempuan untuk hidup sendiria, apatah lagi brkaitan 
dengan masalah keamanan. 
2. Syarat Hawaadhin (orang yang memelihara anak) 
Secara umum, seorang haadhin harus baligh, berakal, memiliki 
kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, mempunyai sifat amanah, 
orang yang mengurus hadhanah disyaratkan harus beragama Islam (menurut 
Syafi’iyah dan Hanabilah). 
Selain persyaratan di atas, perempuan masih memiliki syarat khusus ketika 
akan melakukan hadhanah, yakni perempuan yang sudah cerai dan memiliki 
anakkecil boleh memelihara anaknya dengan syarat, ia belum menikah lagi 
dengan lelaki lain, atau lelaki yang terhitung kerabat namun bukan mahram. 
Selanjutnya yaitu perempuan yang memelihara anak harus memiliki hubungan 
maham dengan anak yang dipeliharanya. Kemudian perempuan yang menjadi 
haadhin tidak pernah berhenti memelihara anak meskipun tidak diberi upah oleh 
ayah anak, karena ekonominya kurang. Hadinah tidak tinggal bersama dengan 
orang yang dibenci oleh anak asuhnya, meskipun itu adalah kerabat dekat dari si 
anak itu karena ditakutkan timbul hal negatif. 
Syarat khusus bagi seorang pengasuh laki-laki adalah seorang hadhin 
harus termasuk mahram anak yang di asuh jika anak tersebut cantik, dan usianya 
tujuh tahun menurut Hanafiyyah dan Hanabillah. Tujuannya agar tidak terjadi 
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khalwat pada keduanya. Kemudian, dirumah seorang hadhin harus adda seorang 
perempuan yang mampu mengurus hadhanah anak, seperti istri, ibu, tante, dan 
bibi.  
d. Hal Yang Dapat Menggugurkan Hadhanah 
Menurut ulama Malikiyyah, hadhanah gugur dengan sebab empat hal, yaitu: 
1) Perginya hadhin ke tempat yang jauh (hal ini tidak berlaku apabila anak 
yang di asuh diikutsertakan). 
2) Memiliki penyakit yang membahayakan seperti gila, lepra dan kusta. 
3) Fasikh atau pengetahuan agamanya kurang. 
4) Wanita yang melakukan hadanah menikah lagi dengan lelaki lain.23 
Dalam hal pengasuhan anak, apabila ada dua orang yang bersengketa 
tentang siapa yang berhak melakukan hadhanah dan dalam perundang-undangan 
belum diatur, maka yang dilakukan oleh hakim adalah melakukan ijtihad hakim 
dan ijtihad para ulama. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
23 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Waadillatuhu,h.70-71. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Dalam agama Islam, Seorang istri yang murtad harus diceraikan oleh 
suaminya. Terkait dengan status perkawinan dari istri murtad, ulama berbeda 
pendapat tentang waktu batalnya perkawinan tersebut. 
2. Apabila terjadi perceraian, baik ayah maupun ibu memiliki kedudukan 
yang sama diamata hukum dalam hal mengasuh anak. Namun apabila seorang 
anak masih belum mumayyis, ibu adalah orang yang lebih berhak dalam 
mengasuh anak.  
3. Para imam mazhab berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya seorang 
istri murtad dalam mengasuh anak. Imamiyah dan Syafi’i berpendapat bahwa 
seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama islam. Sedangkan 
Mazhab-Mazhab lainnya tidak mensyaratkannya.  
B. IMPLIKASI 
Implikasi dari penelitian ini adalah merekomendasikan dibentuknya undang-
undang secara jelas tentang penetapan hak asuh anak, baik dari segi jenis kelamin 
anak, umur anak, dan agama anak. Sehingga kedepannya jika terjadi kasus 
sengketa anak dalam oleh istri murtad secara khusus dan sengketa hak asuh secara 
umum, pihak yang berwenang memutus perkara telah memiliki aturan yang jelas 
secara tertulis dan mengikat 
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